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ABSTRAK

Nama 1 Hendra Setiawan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Akia Pendirian Perseroan Terbatas yang Cacat Hukum dan

Akibainya bagi Notaris dan Pihak yang Berkepentingan
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No.
226/MPW-JABAR/2008)

Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap noteris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan
penelitian i adalah mengenai peran dan tanggymg jawab Notaris dalam
memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis
Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas
-akta. Penelitian ini dilaknkan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersift
yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terbadap kasus dalam Putusan
‘Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperolch
jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat
diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, di mana Notaris
diberi jalan uniuk mempertahankan hsknya dengan menjadikan keputusan
tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaba Negara. Bagi pihak yang
berkepentingan dapat memohonan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan
biaya, ganti rugi, dan buimga, ke Pengadilan Umum jika akta tersebut memgikan.

Kata kinci:
Majelis Pengawas, Pembatalan, Akta Notaris, Cacat Hukum
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ABSTRACT

Name : Hendra Setiawan
Stndy Program  : Magister Kenotariatan
Title : A Legally flawed Company Deed of Establishment and Its

Consequences to Notary and Direct Interest Parties (Case
Study: Notaries Supervisory Council Decision No.
26/MPW-JABAR/2008)

The Notary Supervision Council has been given the anthority to supervise and
guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary
roles and respopsibility in fulfilling the requirements to the establisment of limited
company, andl also the mmpact of the Notary Supervision Council’s Decision on
the Notary itself and Direct Interest Partics on the deed. This research has done
based on juridical normative literature resea-ch using qualitative approach on The
Supervisory Council Decision No226/MPW-JABAR/2008, which produce a
conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given
an adminisirative sanction by the Notary Supervisory Council. The Notary will
given a chance to defend his right by using the Decision as a Iawsuit object in the
local Administrative Cowrt. The icterested parties may propose for a cancellation
of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District
Court.

Kata konei:
Notary Supervision Council, cemcellation, Notarial Deed, legal flaws
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_ BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mmnusia scbagai makhluk sosial hidup berkelompok membentuk suatn
kesatuan yang discbut masyarakat Masyarakat merupakan suatu sistem
kehidupan bersama di mana setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu
bersama dengan sesamanya, dibandingkan dengan mahluk hidup lainnya manusia
tidak akan mungkin hidup sendiri.’ Untuk memenuhi kebutuhan hidupaya dalam
kelompok dan kepentingan merekz, tojuannya tidak lain untuk mendapatkan
periindongan dam kepastian hukom oleh karena ito dibuatlah atoran-aturan
bmmasymkagbaﬂ(tmtuﬁsmmlpmﬁdaktawﬁs;sapaﬁpermdang-mdmm
perjanjian dan hukum adat Seiring perkembangan zaman kebutuhan alat bukt

Menurut George Wintecross Paton alat bukti yamg kuat dapat berapa Oral
(words spoken' by a witness in cowrt) den documentary (the production of a
admissible docimerd) atan material (the production of a physical les other than a
- document).? Dalam suatu proses perdata, tugas hakim adaleh untuk menyelidiki
apakzh adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan bepar-benar ada
atan tidek, hal im terkait dengan pasal 1865 Kitab Undang-Udmg Hukum Acura
Perdata yang menyatakan balwa:®

“Setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, otay guna
meneguhkon haknya . sendiri maupun membuaniak suatu hak orang lain,
menurguk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
Pada pasal 1865 berlakn prinsip “siapa yang mendalilkan maka ia wajib
membuktikan”, di mana dalil-dalil yg dikelvarkan harus di sertai suatu

' Soerjono Sockmnto, Sosiologi Swatw Pengantar, (Jakartz PT. RajaGrafindo Persada)
cetakan ke 29 — 2000, hal, 27.

2 Geospe Whitecross Paton, A Texi-book of Jurispradence, (Oxford: Claderon Press) scoond
Edition — 1953, bal. 481.

? tndanesia, Kitah Undang-wndang Hukum Perdaia (Bwgeriijke Wetboek). Disexrjemabicn
olch R. Svbekti dan R_Tjitrosndibio, (Jakarta: Pradya Paramita) cet. 23 - 1990. Ps. 1865.

Universitas indonesia
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pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakwi
oleh hukum terdin, dari:

1. bukti surat atau tulisan;

2. bukti saksi;

3. persangkaan;

4, sumpah; dan

5. pengakuan.

Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering
dipergumakan yaitu “pengetabuan haldm™. Pengetabuan hakim adalah suatu
keadaan yang diketahui oleh hakim dalam sidang.

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
pembuktian dengan mlisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun
dengan tulisan-fulisan di bawah tangan. Kemudian Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:* |

“Suatu akta otetik ialah suatu akia di dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-urdang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai wmum yang
berkuasa uniuk itu di tempat mana akia dibuatrya.”’

yang dimaksud “pegawai umum” dalzmn pasal tersebut adalab Notaris, Hakim,
Juru Sita pada suain pengadilan, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya. Suatu
Akta Notaris, Surat Keputusan Hakim, Surat Proses Verbal, Surat Perkawinan,
Surat Kelahiran, Surat Proses Verbal, Surat Kematian, scmuanya itu adalah Akta
Otentik.

Keberadaan Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 antara
tahun 1617 sampai 1629, Notaris pada masa itu diperuntukkan ustuk keperluan
penduduk dan para pedagang di Batavia (Jakarta), wakin itu diangkat seorang
Notarium Publicum, Melchior Kechem, pada tanggal 37 Agustus 1620 sebagai
sekretaris College van Schepen (urusan perkapalan kota) dengan tugas melayani
dan melakukan semua surat libel (smnaadschrifi), surat wasiat di bawah tangan
(codicil), persiapan penerangzn, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin,
surat wasiat (festzament), dan akia-akia lainnya.

* Indoocsia, Kitab Undang-wdang Hubws Perdata (Burgerlijke Wetboek). Op.Cit., Ps.
1868.

Umniversitas iIndonesia
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Jabatan Notaris di Indonesia, pertama kali diatur dengan Instruktie voor de
Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No 11, tanggal 7 Maret
1822. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli 1860, untuk
mengatur Notaris di Hindia Belanda, mengeluarkan Reglement op het Notaris
Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3), Ordonanitie 16 September 1931 tentang
Honorarium Notaris. Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan beberapa aturan hulonnr mengenai Jabatan Notaris hingga pada
tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 20604
tentang Jabatan Notaris yang merupakan unifikasi peraturan Jabatan Notaris yang
dikeluarkan sebelum ymdang-undang tersebut Dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 30 tahur 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober
2004 maka sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:*

1. Relemert op. Het Noiaris ambt in Indonesie (stb 1860:3) sebagmmana telah
duubahhuakh:rdalamLembarNegma Talum 1945 nomor 101;

2. Ordonantie 16 Septem®cr 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Talnm 1954 temtang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementzra, Lembar Negara Talwm 1954 Nomor 101, Tambahsn
Lembaran Negara Nomor 700;

4. Pasal 54 Undapg-Undang Nomor 8 Talum 2004 tentang Perubshan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Talnm 1986 temtang Peradilan Umum; Lembar
Negara Republik Indonesia Talum 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4379; dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tentang Sumpaly Janji Jabatan
Notaris.

Notaris di Indonesia merupzkan suatu Jabatan, bukan profesi. Ini terkait
dengan ciri Notaris di Indonesia itu sendiri yaitu: ¢
1. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kekuatan alat bukti

yang sempurna dan koat serta mempunyai daya eksekusi;

* Indonesta, Undang-Undarg Jabatan Notaris, UU No. 30 Talum 2004, LN No. 117 Tabun
2004, TLN No. 4432, Ps. 91.

¢ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang No.
30 Tatu 2004 Tertang Jabatan Notaris, (Bandung: PT Refka Aditama, 2008), hat. 9.

Undversitas Indonesia
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2, Menerima tgas dari negara dalam bentuk delegasi, oleh karenanya diangkat
dalam bentuk sebagai jabatan dari negara;

3. Diatur dalam peraturan Jabatan Notaris (reglement op het Notaris ambi) sib,
1860-3. Dalam teks ashi disebut “ambs” yang berarti “jJabatan™. Di samping itu
disebut pula dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, yang mengaﬁn‘ hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan
Notaris.

Dari pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas
dapat dilihat pula bahwa Jabatan Notaris hadir dan dikehendaki oleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otenfik, mengenai keadaan,
peristiwa atau perbuatan hukum, karena itu seseorang Notaris dituntut memiliki
semangat melayani masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam
menjalankan Jabatannya.

Nolanssebagmpqabﬂummd:peﬂegaskembah dalam pasal 1 anpgka 1
Undang-Undang Nomor 30 talm 2004 tentzng Jabatan Notaris, yaitu: 4

"Notaris adalah pejabal umum yang berwenang umtuk membuat akia

t_)rﬁn‘it don kewenarngan laimtya sebagaimana diatur dalam undonmg-undang

ini

Notaris sebagai pejabat umum, berwenang umiuk membuat akta otentik sejaih

pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhusvskan bagi pejabat umum lsimya.

Pembuatan akia ofentik diharuskan oleh peraturan perundang-wmdangan atau

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan wntuk memastikan hak dan

periindungan hukum.

Aktactmhkadalahsalahsamalmbukuyangmempakanahtbukutcrkum
dan terpennh dalam hukum acara perdata. Masyarakat telah menganggap bahwa
seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang
dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia

? Habib Adjie, Sanbsi Perdaia dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik
(Bancdung- PT Refika Adiiema, 2008), kal, 14,
! indonesin, Undang-Undang Jabaten Notaris, Op.Cit., Ps. 1 angka 1.

Undversitas Indcnesia
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adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatn proses hukum.® Notaris ditumtut
untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Talnm 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyangkut pelaksanaan Jabatan
Notaris, agar tercapai suatu akta yang otentik.

Notaris sebapgat mamusia biasa secara kodrainya dapat melakukan kesalahan
yang bersifat pribadi maupum yang menyangkut jabatannya. Dalam melaksanakan
tugasnya sebagai profesional hukum, Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi
etika profesi hukum dalam hal ini etika jabatan. Setiap kelompok profesi memiliki
dalam bentuk tertmalis yang disebut Kode Etik Jabatan Notaris. Kode etik mi
merupakan realisasi efika jabatan yang wajib ditaafi profesional hukymm yang
bersangkutan.'®

Dalam persaingan yang semakin ketat tidak memnup kemmmgkinan Notaris
berbuat salah atau bersikap negatif sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap
Notaris dijadikan atan didodukkan scbagai tergugat oleh pihak yang lanmya, di
mana Notaris ditempatkan sebagai tergugat terkait dengan akta yang dibuat yang
bermasalah, di mana akia tersebut diragokasn keofemtikan dan kebenarannya,
bahkan meragikan pihak yang terkait dalam akta Notaris. ‘
adalah “perilakn” dan “pelaksanasn jabatan”. Mennmut pasal 67 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatam Notaris, pengawasan terhadap
Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, pengawasan
ini berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khnsos, dan Pejabat
Sementzara Notaris. '
dalam Undang-Undmmg Nomor 30 Talum 2004 tentang Jabatan Notaris bukan
karena jabatan ini dibesar-besarkan tetapi karena Jabatan Notans adalah suatu

® Tan Thong Kie, Stwdf Notariat dan Serba-Serli Prokiek Notaris, buku 1. Cetakan It
{revisi), (Jekete PT. Ychitor Bem van Hoeve, 2000), hal, 157,

1 Roesaastiti Prxyitno, Bahar Kuliok Xode Etik Notaris, (Depok: Magister Kenotariatan
Fekntias Holorm Universitas Indonesia, 2008), hal 45.

Universitas Indonesia
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kepercayaan schingga terbentuklah opini publik di bidang kerahasiaan, oleh
karena im Notaris haros memiliki intepritas dan moral yang tinggi terhadap -
jabatannya, dirinya, bangsa dan negara. Jika seorang Notaris menggunakan
narkoba bagaimana orang akan percaya, begitu pula jika seorang Notaris gemar
berbuat asusila, di sini mengapa Notaris harus diawasi. Mengenai “Pelaksanaan
Jabatan” yang diawasi adalah rambu-rambu dalam pembuatan akia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh
badan peradilan yang ada pada waktu ifn, sebagaimana pernpah di atur dalam Pasal
140 Reglement op de Rechtelijk Organisaiie en Het Der Justifie (stbl. 1847 No.
23), Pasal 96 Reglement Buitrngewesten, pasal 3 Ordonantie Buitengrechtelijke
Verrichtingen — Lembar Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan
Notaris. Selzmjutnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum
dan Mahkamah Agung sebagaimana discbut dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1965 tentang Penpadilan danr Lingkungan Peradilan Umum dar Mahkamah
Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agumng Republik
Indonesia Nomor 2 Talwn 1984 fentzmg Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris,
Keputusan Bersama Kefun Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor
KMA/006/SKB/VII/1987 tentamg Tata Cara Pengawasan, Penindakan dmn
Pembelasm Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8
tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undeng nomor 2 tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum."' Pasal 24 ayat (2) Undaog-Undang dasar 1945 hasil
amandemen merubah kekuasaan kehakiman, ditegaskan babwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
- bawahnya dalam linglamgan peradilan wnum, lingkungan peradilan agama,
militer, tata usaha negara dan oleh mahkamah konstitusi dan kembali ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-undamg Nomor 5 Tabhun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Talnm 1985 teatang Mahkamah Agung Dengan demikian, Mahkamah
Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam

" Habib Adjie, Hukums Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,Op.Cit., hal. 170.
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bidang peradilan saja, sementara dari segi organisasi, administrasi dan finansial
Dengan disahkanmya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, peogawasan dan pembinaan terthadap perilaku Notaris yang

diatur dalam Kode Etik Jabatan dan pelaksanaan jabatan Notaris tidak lagi

dilakukan oleh peradilan melainkan dilakukan oleh Menteri terkait dalam hal ini

tersebut menteri membentuk Lembaga Pengawas yaite Majelis Penpgawas Notaris

yang terdiri atas:"

1. Majelis Pengawas Daerah;

2. Majelis Pengawas Wilayah;

3. Majelis Pengawas Pusat.

Ketiga Majelis Pengawas Notaris di atas dibentuk vmtuk menjalankan pengawasan
dan pembinaan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
tabun 2004 tentang Jabatzm Notaris. Laporan dari Masyarakat di sini termasuk
laporan dari Notaris lain. )

Pembangunan perckonomian di Indomesia diselenggarakan berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan prinstp kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan,
pembangunan perkonomian nasional pexiu didukung oleh suatn undang-undang
yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim dumia

Sebelum disahksnmya Undang-Undang Nomor 40 Tahmm 2007 tentrng
Perseroan Terbatas, pengaturan pendirien Perseroan Terbatas diatur dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang
Dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang Undang Nomeor 1 Tahun 1995

2 Indonesia, Urdang-Undang Jabatan Notaris, Op.CH., Ps. 68.
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tentang Perseroan Texbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum
dan kebutulian masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan mformasi sudah berkembang begitu pesat khususnya
pada era globalisasi. Kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian
hukum, serta tuntutan akan pengembangan dumia usaha yang sesusai dengan
prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuatut
penyempumaan Undang-tndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perserocan
Terbatas.
Tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah mensakkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menpgakomodasi berbagai
ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penmmbakan ketentuan baru,
perbaikan, penyempumaan, manpun mempertabankan ketentuan lama yang dinilai
masih relevan. Dalam rangka memenuhi tuntuian masyarakat uniuk memperoleh
layanan yang cepat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
- Terbatas mengatur tata cara:
1. Pengajoan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- 2. Pengajuzn permohonan dzm pemberian persetijuan perubahan anggaran dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitabuan  perubahan

perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem

administrasi badan hukum secara elekfronik di samping tetap dimungkinkan

menggumakam sistem manal dalam keadaan tertentu.

Dasar Hukuin pembentnkan Perseroan Terbatas, masing-masing adalah
sebagai berikut-
1. Persercan Terbatas Tertutup
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentsmg Perseroan Terbatas.
2. Persezoan Terbatas Texbuka
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perscroan Terbatas dan
Undang-Undang Nomor 8 Talum 1995 tentang Pasar Modal.
3. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negen
Undapg-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Perservan Terbatas Penanaman Modal Asing
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

5. Perseroan Terbatas PERSERO
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
juncto Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, Undang-Undang Nomor 40
Talnm 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai Pengertian
Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 1 angka 1, yaitu:'

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selurukmya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalcon
undang-undang ini serta peraturan pelaksanacnnya.”
kata “didirikan berdasarkan perjanjian” menegaskan bahwa dasar pendirian
Perseroan Terbatas adalah suatu perjanjian. Lebih lanjut pasat 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:'?

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akia Notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Kalimat “dengan akia Notaris” menegaskan bahwa sixlah menjadi wewenang dari
Notaris untuk membuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, di mana
Permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas merupakan
wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendirt atau dikuasakan
kepada Notaris.

Salah satu comtoh kasus yang ferkait pendirian Perseroan Terbatas dan
Pelaksanaan Jabatan Notaris adalah kasus laporan masyarakat terhadap Notaris
yang terdapat dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat
Nomor 226/MPW-JABAR/2008. Secara garis besar pengaduan perkara kepada
Majelis Pengawas Dacrah Notaris Kota Depok berawal dari pemilik FARM JW,
Nyonya IW dan Tuen JW (selanjutnya keduanya disebut Pelapor), yang hendak
melakukan kerjasama dengan Twan T untuk mendirikan PT. X, umtuk
melancarkan kerjasama aatara Pelapor dan tuan T, maka dibuatlah Akia Pegjanjizm
Kerjasama nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 di hadapan Notaris SB (selanjutnya

B Perseroan Terbatas, UU No. 40 talmm 2007 LN No. 16

Tabun 2007, TLN No. 4756. Ps. 1 koruf .
Y Ibid, Ps. 7 ayat (1).
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disebut Terlapor). Beberapa bulan setelah penandatanganan akia Terlapor tidak
lunjung memberikan salinan akta kepada Pelapor, Hingga suatu hari Pelapor
mendatangi kantor Terlapor, dan mendapati karyawan kantor tersebut memegang
data-data akta nomor 2 tentang perjanjian kerja sama, akia nomor 3 tentang
pendirian PT. X, akta pomor 4 dan akta nomor 5 tentang Surat Kuasa untuk
memasukkan harta kekayaan Pelapor ke PT. X,

Akibat akta-akta terseind Pelapor sangat dirugikan, karena Pelapor merasa
tidak pernah menandatangani akia-akia selain akia nomor 2 tertanpgal 22 Juni
2007. Akibat adanya akta nomor 3, 4, dan 5, di mana terdapat bunyi pasal yang
menyatakan Pelapor telah menyetorkan modal ke PT. X, Pelapor tidak bisa
melakukan aktifitas di pensmgkarsm mereka karena aset-aset FARM JW telah
dikuasai, dijaga dan diambil alih PT. X

. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Depok dan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas wilayah Notaris Jawa Barat,
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat memutuskan Terapor diberikan
teguran keras den sanksi kepada Terlapor. Putusan Majelis Pengawas ini menarik
untuk diteliti karena terkait dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris serta
bagaimana secorang Notaris menjalanken Kode Etik Jabatan Notaris, lebth klrasus
lagi terkait peran Notaris dalamm memenubi syarat perundang-undangan dan
pendirian Pexseyoan Terbatas hingga memperoleh statusya sebagai baden hukum,
di samping terkeit pula dengan petjanjian, kekuatan pembuktian akta Notaris
scbagai akia otentik.

Dari uraian singkat di atas, proses pendirian Perseroan Terbatas berkenaan
langsung dengan jabatan Notaris yaitu pada saat proses pembuatan akta. Seorang
Notaris dituntut uotuk memberikan pemenuhan tethadap syarai-syarat pendirian
Badan Hukum Perseroan "Terbatas dan manjalankan kewenangan jabatmmya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomeor 30 talnm 2004 tentang Jabatan
Notaris, karenanya Notaris harus mampu memabami permasalahan yang ada
schingga mampu memberikam jawaban atas permasalahan dengan fepat terkait
Pendirian Perseroan terbatas, sclain itu dalam menjalankan tugas jabataymya
Notaris tidak hanya memperhatikan ketenhian dari peraturan-peraturan saja atan
hanya yang berkaitan dengan akia otentik, tetapi juga harus memperhatikan

Universitas iIndonesia

Akta pendirian..., Hendra Setiawan, FH Ul, 2010.



11

peraturan-peraturan umum yang timbul dari jabatannya sebagai pejabat publik,
maupun atas akia otentik yang dibuainya termasuk memperhatikan Kode Etik
Jabatan Notaris, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai
“Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang cacat hukam dan akibatnya bagi
Notaris dan pikak yong berkepentingan (Studi Kasus Putusan Majelis
Pengawas Wilayak Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008)”.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ielah disampaikan
sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan
Pemdirian Perseroan Terbatas sesuat peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana dampak putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan
pibak-pihak yang berkepentingan?

1.3. Metode Penelitian

Bentvk Penclitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berari kegiatan untuk

Tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian. problem
finding, yang dilihat dari fwjuannya adalah menemukan akibat huknum apabila
akta pendirian Perseroan terbatas yang dibuat Notaris cacat hukum dan akibatnya
bagi Notaris dan pihak yang berkepentingan melalui penelitian dan pembahasan
studi atas kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat
Nomor 226/MPW-JABAR/2008.

Jenis data yang dipergunakan pada penelifian ini adalah data sekunder di
mana kegiatan pengolahan data pada dasamya dilakukan dengan mengadakan
sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis atan dengan melakukan penelitian
data sekumder, berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

Sumber bahan hukem yang dipergunakan pada pepelitizn ini adalah:
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1. Sumber Primer, yaitu bahan-bahan hukwm yang mengikat, yaitu perundang-
undangan di Indonesia yang terkait dengan Kode Etik dan Peran Notaris terkait
Pembuatan Akta dan Pendirian Perseroan Terbatas yang berinjuan untuk
mencari landasan hukum.

2. Sumber Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer serta implementasinya Pada
penelitian ini yang digumakan adalah buku, arttkel ilmish, makalah seminar,
hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Kode etik
dan Peran Notaris terkait Pembuatan Akta dan Pendinian Perseroan Terbatas
yang bertujurm untuk mencari landasan hukum.

3. Sumber Tersier atau bahan hukum pemumjang, yaift yang mencakup bahan-
baban yang memberi petunjuk-perunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hokom primer dan sekunder dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang
dipgunaksn adalah kemus hukum yang bertwjuan uwntuk memcar pengertian

. .iﬁﬁ@nmjelasanm&um. -

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokinnen
den Peran Notaris terkait Pembuat:im Akta dan Pendirian Perseroan Terbatas yang
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 226/MPW-JABAR/2008.

Metode analisis data yang digumakan dalam penelitian ini adalzh
deskriptif analis yang dinyatakan oleh sasaran penclitian yamg bersangkutan
secara tertulis atan lisan, dan perilake nyata. Tujuan pengolahan data ini adalah
wntuk mengesti atan memahami terhadap Kode etik dan Peran Notaris terkait
Pembuatan Akta dan Pendirian Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari
landasan hukum.

1.4. Sistematika Penulisan
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BAB 1 mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang
yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian
masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penclitian dan sistematika
penulisan.

BAB II membahas mengenai pengertian perjanjian, hukum pembuktian,
kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti dan syarat akta Notaris scbagai akta
otentik, prosedur dan proses pendirian Perseron Terbatas, tugas dan wewenang
Maijelis Pengawas Notaris, contoh kasus dan analisis kasus.

BAB Il merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari
hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam
penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.
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BAB2 :

PYERAN NOTARIS DALAM PEMENUHAN SYARAT PENDIRIAN
PERSERQOAN TERBATAS DAN DAMPAK KEPUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS
DAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

2.1. Perjanjian
Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Melalui perjanjian
pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuat segata macam perikatan dengan
asas kebebasan berkonfrak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1)
Kitab Undangundang Hukumn Perdata. Asas kebebasan berkontrak di sini harus
memenuhi syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun
Syarat sabnya suatu perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:'?
1. Sepakat mereka yang mengikatken diri;
2. Kecakapan untuk membuat soatu perikatan;
3. Suatu hal tertenin; d:m
4. Suata sebab yamg halal.

Dua syarat pertama discbut syarat subjekiif karena mengenai pibak atan subjek
perjaniian, sedangkan dua syarat terakhir disebwdt syarar objefktif karena mengenal
perjanjian ita sendiri.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa pihak yamg membuat
perjanjian sepakat menyetujui, secara iegas atan dism-diam, atas kehendak
mesing-masing tanpa paksaan (dwamg), kekeliruan (dwaling), dan tipu daya
(bedrog). Kecakapan. untuk membuat suatu perikatan berarti pihak yang
mengadakan perjanjian dapat melakukan perbuatan hukam secara sah yaitu harus
sudah dewnsa, schat akal pikiran, dan tidek dilarang oleh svatu peraturan
perundang-wndangan vntuk melakukan sesuats perbuatan terientu. Jika syarat
subyektif tidak terpenuhbi, maka perjanjian tersebut perjamjian tersebut dapat

Y Indonesia, Kitab Undang-undang Huksm Perdata (Burgerlijke Wetboek). op.cit, Ps.
1320. .
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dibatalkan oleh hakim atas permintaan pithak yang tidak cakap atau yang
memberikan kesepakatan secara tidak bebas, batasan permohonan pembatalan
adalah S tahup. Selama tidak ada permintaan pembatalan perjanjian tersebut tetap
mengikat.

Selain syarat subjekiif terdapat syarat lainnya, yaitu dua syarat terakhir dari
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut juga syarat
objektif. Sustu hal tertemtw artinya adalah barang yang menjadi objek suatu
perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

bahwa:'®
“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang
sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya Jumlah barang itu tidak perlu
pasti, asal saja jumlah itu kemudian dopat ditentukan atau dihitung.”
Maksuod pasal di atas adalah bahwa barang yang menjadi pokok perjanjian harus
tertentn, setidaknya ditentukan jenisnya. Mengenai masalah jumlah tidak periu
ditentukan asal kemudian dapat ditentukam atau diperbitungkan. Suatn sebab yang
halal artinya bahwa suam perjenjian tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Terlarang maksndnya
adalah bahwa perjanjian tersebut fidak boleh bertentangan dengan perundang-
undangan, kesusilaan, dan ketertiban wmum. Bila syarat obyekiif yang tidak
terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, axtinya dari semula tidak
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, menyatakan bahwa:'’
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyaiakan cukup untuk itu.
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik
Kata “semua” berarti bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-
mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.
Kemudian kata “secara sah”™ berarti pembentuk undang-undang menunjukkan
bahwa pembuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua
persetujuan yang dibnat memurut hukam atzm secara sah adalah mengikat sebagai

1% Ibid | Ps. 1333,
Y mid . Ps. 1338.
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Undang-Undang terhadap para pihak, di sini tersimpul realisasi asas kepastian

ium,
2.2. Akta Otentik
2.2 1. Akta Otentik sebagai Alat Bukti
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab Pendahuluan,
bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Notaris adalah termasuk salah satu Pejabat Umum yang diberi kewenangan

untuk membuvat suatn akta otentik kecuali akta tersebut ditegaskan dibuat

oleh Pejabat Umum lainnya. Notaris sebagat Pejabat Umum kembali

dipertegas dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3¢ tahun 2004

tentang Peraturan Jabatan Notaris yaitu:

“Akia Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris memurut bentuk dan tata cara yang d:fetaplmx dalam
Undang-Undang ini"

Selanjutya pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tabum 2004

tentang Jabatan Notaris memberi batasan kewenangan Notaris dalam

membuat akta secara umum, batasan tersebut antara lain:'”

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
undang;

2. Menyangkat akia yang barus dibuat atan berwenang membuat akta
olentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapmn yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) uniuk kepentingan
siapa akta itu diboat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

4. Berwenang mengepai tempat di mana zkia itu dibuet, hal ini sesuai
dengan tempat kedudukan dan Wilayah Jabatan Notasis;

5. Mengenai wakitu pembuatan akia, Notaris harus menjamin kepastian
waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

" Mariam Darus Badnizabman. £1. AL, Kompilasi Hubum Perikatar, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), hal &
® Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejobat
Publik, Op.Cit., hal. 56.
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Akia Notaris adalah produk dari Pejabat Umum, maka penilaian
terhadap akia Notaris hayusiah dilakokan- dengan asas praduga sah
(Vermoeden van Rechmatigheid) atas Presumptio Lustae Causa. Asas ini
mengmpinkan bahiwa akta Notaris haras dianggap sah sampai ada yang
menyatakan akta tersebut tidak sah. Untok menyatakan ataw memilas akta i
tidak sah haras dengan gugatan ke Pengadilan Umum. Asas praduga sah ini
berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tidakan
tentapy pembuatan Akia Notars. Asas ini tidak dapat diperganaican wmink
menilai akta batal demi hokinm, karena akia yang batal demi hukum
dianggap tidek pernah dibuat ™

Akta Notaris tidak bolch memuat penetapan atau ketentnan yang
memberikan sesuate hak dan/atan keomtrmpan bagi:

1. Notaris, istri atzn snami Notsris;

2. Saksi, istri atan soami saksi; atau

3. Orang yang mempunyai hobongan kekelvargasn dengan Notaris atan
saksi, baik lmbungan darah dalam garis hmms ke atas atau ke bawah tanpa
ketiga.

Mexrmrut ketentoan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Huknm Perdata,
1. Akia Otentik yang dibuat “oleh™ Pegawai atam Pejabat Unmam

Suatn akta yang diboat “oleh” Pegawai Umum, itn merupakan
laporan suatn perbuatan atan kejadiam resmi yang telah ditakokan “oleh™
Pejabat Unrom meropakzn laporan suatn perbuatan atau kejadian resmi
yang telah dilaknkan oleh Pejabat Umum yang bersangkuntam misalnya
Akia Noteris yang dibuat di dalam Rapat Umum Peanegang Saham suatu
Perseroan Terbatas.

Dikatakan “oleh™ di sini karena inisiatif dan isi akia itu tidak
datang dari pihak-pihek yang dibenitakan dalam akia, tetapi Pejabat

> fbid . hatl. 80
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Umum fersebut menerangkan, menguratkan sesuaiu tindakan yang
- dilakukan atan suatu keadaan yang dilihatnya atan disaksikan, dilakukan
oleh Pembuat Akta itu, yakni Pejabat umum itu sendiri dalam
menjalankan jabatarmya. Akta yang dibuat demikian dan yang memuat
uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya it
dinamakan Akta Pejabat atan Relaas Akta,
2. Akta Otentik yang dibuat “dihadapan” Pejabat Umum

Akta yang dibuat “dihadapan™ Pejabat Umum merupakan suatu
laporan atas suatu perbuatan atan kejadian yang dilakukan oleh dan atas
permintaan para pihak yang bersangkutan Pejabat Umum mendengarkan
apa yang diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan
olech kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar
keterangan il atan perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan,
diwujudkan serta dikonstatir oleh Pejabat Umum dalam suatu akta,
misainya: A dan B datang menghadap Pejabat Umum, keduanya
menerangkam bahwa mereka telah sepakat mengadakzm perjamjian sewa

Dari uraian tersebut di atas maka terdapat perbedaan pokok antara
Akta Pejabat dan Akta Para Pikak, yaitu:
1. Akta Pejabat atan Relaas Akta:
a. Berita acara rapat dibuat oleh pejabat;
b. Pejabat Pembuat akta mempunyai inisiatif nntuk membuat akta;
c. Tanda tamgan para yang hadir idak meropakan keharusan;
d. Berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu
sendiri;
¢. Kebenaran dari isi Akta relaas tidak dapat diganggu pugat, kecuah
dengan menuduk akia ita adalak palsu;
f. Bentuk Akta Relaas berbeda dengan beniuk Akta Para pihak pada
bagian awal akta dan pada bagian akhir akta;
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2. Akta Para Pihak ‘

a. Berita acara rapat dibuat oleh para pihak di hadapen pejabat, di mana
para pihak meminta bantuan pejabat untuk mengkonstatir apa yang
dikehendakinya dalam suatu akta.

b. Inisiatif pembuatan akta datamg dari para pihak sendiri, pihak pejabat
tidak pernah berinisiatif wntuk membuat akia.

¢. Tanda tangan para yang hadir merupakan keharusan, dengan ancaman
kehilangan sifat otensitasnya.

d. Beristkan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang
menyunih membuat akta itu

e. Kebenaran Akta Para Pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan
akta it

f. Bentuk Akta Para Pihak berbeda dengan bentuk Akta Relaas pada
bagian awal akta dan pada bagian akhir akta

222, Keknaizn pembuoktian akia otentik

dari hal-bal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu
akta tersebut dianggap sebagai benar selama tidak ada pihak lain yang dapat
membuktikan sebaliknya Akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi
para pibak ‘dan ahli warisnya serta pihak lain yang mendapat hak dari akta
tersebut, tentang apa yang menjadi masalah dan juga tentang apa yang
disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal tersebut mempunyai
hubungan langsung ke pokok permasalahan.

Akia otentik merupakan alat pembuktian yang sempuma bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya serta pihak lain yang mendapat hak darinya
tentang apa yang dimuoat dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti bahwa isi akia tersebut
oleh hakim dianggap benar, kecnali apabila diajukan bukti lawan yang kuat,
hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam
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akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itm harus
dianggap benar, selama ketidak-benarannya tidak dibulktikan >
Dari hal di atas dapat dilihat bahwa kekuatan bukti sempuma masih

dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat, misalnya pada Minuta
Akta Notaris terdapat tanda tangan palsu dan tanda tangan palsu tersebut
dapat dibuktikan maka gugurlah kekuatan bukti Akta Notaris tersebut. Akta
otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa
yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga menerangkan bahwa apa yang
ditulismya tadi adalah benar. Dikemukakan pula oleh Irawan Socrodjo,
bahwa ada 3 (tiga) unsur agar tespenuhinya syarat formal suatu akta otentik,
yaitu?
1. Di dalam bentuk yang ditentokan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang

untuk itu dan di tempat di mana akta dibuat.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam nilai atan kekuatan
pembuktian, yaitu:
1. Kekuatan pembuktian Iahiriah
Yaitu kemampusm lahiriah akta Notaris, di mana akta itu sendin
membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (actia publica probant
sese ipsa). Jika dilihat dari uar (Jahiriah) sebagai akta oteniik serta sesuai
depgan atwran hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta
otentik serta, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai di
buktikan sebalikmya. Parameter untuk menentukan akta Notaris itu
sebagai akta otentik, yaitu pada tanda tangan dari Notaris yang
bersangkutan, baik yang ada pada minuta maupun salinmm serta adanya
awal akia, termasuk judul, sampai dengan akhir akta Penyangkalan atau
peagingkaran bahwa secara lahiriah akia Notaris sebagai akta otentik

2 Retnowulan Sutantio, S.H., Hukum Acara Perdaria dalam Teori dan Praktek, (Bandung”™
CV. Mandar Maju, 1997), hal. 66:

Z Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administraiif Terhadap Noitaris Sebagai Pejabat
Publik, Op.Cit., hal. 56.

D Ibid, hat 72
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atau bukan harus dinilai berdasarkan kepada syarat-syarat suatu akta
otentik. Upaya pembuktian ini harus dilakukan melalui gugatan di
pengadidan.

2. Kekuaian pembuktian formal (formale Bewijsjrachs}

Kekuatan pembuktian forma! artinya dar akta otentik itu
dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu
adalah benar merupakan uraian kechendak pihak-pihak Akia otenttk
menjamin kebenaran tanggal, tanda tamgan, komparan, dan tempat akta
dibuat. formal berarti pula bahwa akta Notaris membuktikar kebenaran
dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendini
oleh Notaris scbagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya®.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus
dibuktikan formalitas dari akta, yaitu barus dapat membuktikan
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap,
membuktikan Kefidakbenardn. mercka yang menphadapy membukiikan
ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris.
Selain it juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau
keterangen para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan
Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan Para Pihak, Saksi, dan Notaris
atanpun ada prosedur pembuatan akia yang tidak dilakukan

Pihak yang mempermasalabkan Akta Notaris harus melakukan
pembuktian terbalik unink menyangkal aspek formal dari Akta Notaris.
Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akia
terscbut harus diterima oleh siapa pun. Siapa pun diperbolehkan
melakukan penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang
bersangkutan merasa dirugikan, pengingkaran ini tetap harus dilakukan
melalui gugatan ke pengadilan umum, penggugat harus dapat
membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Kekuatsn pembuktian matesil (Materiele Bewijskrachi)

Kekuatan Pembuktian Materil berarti bahwa apa yang tertuang

dalam akta menupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang

 G.U.S. Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris.Cet. II. (Jakarta: Exlangga, 1982),
hal 57. :
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membuat akia atzm mereka yang mendapat hak dan berlakn untuk umnm,
kécuali ada pembukiian sebaliknya (legenbewijs). Segala keterangan
yang tertuamg dalam akia hares dimilai benar, tidak hanya mengenai
kenyataan bahwa apa yang dinyatakan oleh akta itu, akan tetapi isi dari
akia itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap semua oramg, yang
menyvroh diadalom atan dibuatkan akia ftu sebagai bukli terhadap
dirinya >

akta, maka yang bersangkotan hares dapat membukiiken bahwa Notaris
tidak menerangkan atan menyataksm yang sebenamya dalam akia, atan
Para Pihak yang telah benar bexkata di hadapan Notais menjadi tidak
benar berkata, dan harus dilakukan pembuokiian terbalik onink
menyangkal aspek maternil dari Akta Notaris.

Notaris scbagai akia otentik dan siapapun terikat olch akia tersebut. Dengan
darinya. Isi keterangan yang dimuat di dalam Akta Notaris berlakn sebagai
hak mereka dan jika akta itu dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup
dan bahwa Hakin harus mencrima kebenaran dalam akta itn, dsn tidak
memeymhi  syarat-syarat yang dimaksudian dalam ketentnan Peratiran
Perundang-Undangan.

Z 1id, hal. 59.
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23. Akta di bawah tangan _

Akta di bawah tanpan adalah akta yang tidak memenuhi ketentuan yang
diatur dalam akta otentik dan tidak dibuat oleh Pegawai Umum. Menurut Pasal
1875 Kitab Undang-Undang Huknm Perdata jika dalam akta di bawah tanpan
akia tersebut mermpakan alat pembuktian yang sempuma terhadap orang yang
menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak
darinya

Mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangam terkait dempan
Ordonansi tahun 1867 nomor 29, di mana pasal 2 Ordonansi tersebit menentukan
bahwa siapa yang menerima suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara

tegas mengakni atau menyangkal tanda tangannya. Dalam skia otentik tanda
' tangam tidek mesupakan masalah, schaliknya pada akta di bawah kebenaran dan
pembuktian tengan tanda adalah hal wtama. Penysmgkalan texhadap tanda tangan
TAL Ze. )

Pasal 1b Ordonansi menyebutkan bahwa akta di bawah tangan yang diaksi
otentik. Perbedasnmya terletak pada kekuatan bukii keluer, yang tidek dimiliki
olch akta di bawah tangan. Berdasarksn ketentuan datam ordonansi 1916-46 dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jebatan Notaris, waarmerken
dibedakan menjadi dua jenis:

1. Sarat di bawab tangzm yang disahkan (legaliseren atan legalisasi);

Akta di bawah tangan dapat ditingkatkan pembuktiannya dan dinaikkan
derajataya dengan dibubuhi pernyatsan oleh Notaris atan Pejabat lain yang
ditunjuk oleh undang-undang & dibukuksn memunit atoran yang diadakan
oleh wndangymdang Pembubuhan persyatazn tersebut disebat “legalisasi™.
Fungsi legalisasi jalah agar isi akia tidak bisa dipungkini oleh orang yang
mengikat.
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Akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap akta di bawah tangan, yang
dilegalisasi adalah tanda tamgannya, bahwa benar yang menandatangami adalah -
benar ia melaknkan tanda tangan tersebit pada tangpgat akta tevsebut
ditandatangzmi. Fangsi Notaris mengesahkan tanda tangan para pihak adalah

Alat bukti akta di bawah tangan, tidak mempunyai kekuatan sempuma, ia
butuh alat bukti lain. Terkait penpgesahan terhadap surat di bawah tangan yang
belun ditandatanpani olch Para Pihak yang bersanglostan Notais bertugas
tangpal ditmdatampganinya sorat tersebut. Hari dan tanggal yang dicatat Notaris
adalah hari dan tanggnl pada saat penandatangan menghadap Notaris dan
menandatangani surat tersebut.

Penandatanpan pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi memponyai
akta teyscbut di hadapan Notaris. Akta bisa dibuat kapan dan di maza saja, tapi
memberi tampgal di surat ito hamms sama dengan tanda-tanpan dengan
hat tersebut bisa dibuktiken berarti ia tidak mempunyai keknateny pembakiizm.
menandatrngani akia atzn surat tersebut texikat.

2_ Surat di bawah tangan yang dibukokan (Woarmerken);

Pengesabian teshadap surat di bawah tangan yamg sudah ditandatangani
oleh Pama Pihak yang bersangkotan, schinppa Notaris bertugas untuk
memberikan tanggal pasti pada swrat tersebut, karena tanpgal surat tersebut
ditandiatompani berbeda dengan tanggal saat sural tersebut dibawa kepada
Notaris. Waarmerken artinya didaftarkan di mana surat di bawzh tangan yang
didaflarkom. Akta di bawah tmpan yang sudsh ditandatengani para pihak
dibawa ke Notaris voink didaftarkan atau dicatatkan. Kegimaan wasrmerken
adalah semata-mata vmtok kepentinpan bilamana surat di bawah tangam itu
hilang, para pihak yang beakepentingaun dapat mencar d¢i kantor Notaris di
mana surat & bawah tangan tersebut didaflmkan dalam bukn uniuk
waarmerken. Misal: sewa rumah, penyewa A yang menyewa B yang disewa X,
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jangka waktn sewa 6 bulan, harga sewa Rp. 15.000.000,~ (lima belas juta
topiah). Akita di bawah tmpzm yang dilegalisasi- di waarmerken tetap
mesupakan akta di bawsh tangan dan tidek menjadi akta otentik.

Tidak ada soatw keterkaitan sedikit pon Notaris dengan surat di bawah
bagi Notaris, pendafiaran tidak membatalkan kiawsal yang menyimpang,
namun keterikatan para pihak dalam alds di bawah tangan tidak mutlak, selama
ditenmukan alat bukti lain.

24. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris dalam
menjalsulcan Jabatanoya

Dalam membuat akta, Notaris harus berpegang teguh pada kewenangan
kewajiban, dan larangan bagy Notans dalam menjalankan jabataomya. Tuojoan
mmmyaﬁdaklainagarahayangdibmtmwsehnmnﬂikikehﬂm

pembuktion yang sempuma.

Kewenangan Notaris diator dalam Pasal 15 Undang-Undang Namor 30
Talwm 2004 tentang Fabatam Notaris, yaitn:?®

1. Notaris berwenang membuat akia olentik mengenat senvoa perbuatan,
dan/atan yang dikehendaki oleh yang bexkepentinpgan nmink dinyatakan dalam
pembuatan akia-skia im fidak juga dilogaskan atan dikecpabkan kepada
pejabat Lain atan orang kain yang ditetapikan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang puia-

a. Mensahkan tendatangzn dan menctapkan kepastian tanggal surat di bawsh
tangan dengan mendafiar dalam buko kinsus;

b. Membuokukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam boku
khusus;

% donesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit, Ps. 15.
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c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang

memuai uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocok:n fotokopi dengan surat astimya;
e. Memberikem penyuluhan hulasn sehubungan dengzan pembuatan akta;
f Membnmat akta yang bexkaitan dengan pertanahan; atan
g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenanpan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris

Dalam menjalankan kewenangannya terselnit, seorang Notaris mempunyai

kewajiban yaitn sebagaimana dimuat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Yabatan Notaris:
1. Dalam menjatankan jabatannya, Notans berkewajibon:

B

b.

bagian daxi Protokol Notaris;

Mengelzarkan Grosse Akia, Salinan Akta, atan Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta;

terkeceali ada zlasan untuk menolaknya;

Merahasiakan sepala sespatu mengenasi akta yanp dibuatmya dan segala
ketermogan yang diperolch guna pembuatan akiz sespai  dengan
Menjilid skta yang dibuetaya dalam 1 (satn) bulan memjadi bukn yang
mennat tidak lebih dari 50 (lima puluh) aktz, dan jika jumish akta tidak
dapat dimmnt dalam satn buku, akta tersebut dapat dijilid  menjadi  lebih
deri satn bukn, dan mencatat jumish Miouta Akta, bulan, dan  tabun
pembuatannya pada sampual setiap buku;

Membuat dafiar dari akia protes tethadap tidak dibayar atan tidsk

7 fbid, Ps. 16.
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b Membuat dafiar akia yang berkemaan dengan wasiat menurut aturan
wakin pembuoatan akta setiap bolan;

i. Mengmimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huref h atan
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
Departemen yang tngas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan
dalam waktn 5 (lima) hari pada mingge pertama seiiap bola
bertkutnya;

j- Mencatat dalam reportarimn tangpgal pengiriman daflar wasiat pada

k Mempumyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Jjabatan, dan tempat kedudokan yang bersangkntan;

1. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadisi oleh paling
sedikit 2 (dua) omang saksi dan ditandatangani pada saat it juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris;

m. Menenma mag:mg calon Notans.

2. Menyimpan Minnta Akia sebagainsma dimaksad pada ayat (1) nnuf b tidak

3. Alta originali schagaimana dimnsksad pada ayat (2) adalah akta:

a. Pembaysran vang sewa, bunga, dan pensiun;

Protes terhadap tidak dibayamya atan tidak diterimanya sorat becharga;

Akin kxersa;

Keterangan kepemilikan; atau
f Akia lainnya berdasarkan peratwran perandang-uyndangan.

4. Akt originali sebagaimena dimsksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1
(satn rangkap), ditandatangarn pada wakin, bentuk, dan isi yang sama, dengan
bezlaku untuk sexnua™.

5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum di isi nzma penerima kuasa hanya
dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

L
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6. Bentuk dan vkiran cap/stempel sebagaimana dimaksid pada ayat (1) huref k
ditetapkan dengan Pexatnran Menteri.

7. Pembacasn akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lomuf 1 tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki apar akia tidak dibacakan karena
ketentoan bahwa hal tersebut dinyatakam dalam penntup akia serta pada setiap
halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

8. Jika salah satu syarat sehbagainana dimaksud pada ayat (1) huraf | dam ayat (7)
tidak dipenmhi, akia yang bersangkuian hanya mempunyai keknatan
pembuoktian sehapgai akta di bawah tangan.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berdaku untuk pembuatan
akta wasiat.

" Dalsm memnjalankan jabatamnya terdapat beberapa larangan begi Notaris.
Larangan bagi Notaris, diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomior 30
Tahum 2004 tentang Jabatan Notaris, yaita Notaris dilarang > |
1. Menjatanken jabatan di huar witayah jabatanmya; _

2. Menirggalkan wilaysh jabatannya lebih dari 7 (tujub) hari kerja bertorot-torot
tanpa alasan yang sah;

3. Merangkap schagai pegawat negeri;

4. Merangkap jabatom sehagat pejabat negara;

5. Mexangkap jabatan scbagai advokat;

6. Mezangkap jabatan sebagai pemnimpim atan pegawai badan usaha milik negara,
badan usaha milik dacrah atan usaha swasta;

7. Merangkap jabatm scbagai Pejabat Pembuat Akta Tansh di Inar wilayah

Jabatan Notaris; .

8. Menjadi Notazis Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan,
atan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan

Notaris.

= id, Ps. 17.
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Di samping Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris dalam
menjalankan Jabatamnya perin diketali pula menpgenai tata cara yang menjadi
parameter prosedur pemnbuatan akta Notaris yaitu:™
1. Melakukan Penpenalan terhadap penghadap berdasarkan Identitasnya yang
2. Menanyakan kemudian mendegarkan dan meacermati keinginem atau kehendak

para pihak tersebut (tarya-jawab)

3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atan kehendak para
pihak texsebut; :

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta wntuk memenuhi keinginan
atan kehendak para pihak tersebut;

5. Memenuhi segala tehnik administzatif pembuatan akia Notams seperti
pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan vntnk
mimuta; dan

6. Meclakukan kewajiban kein yang berkaitan dengan pelaksanaan tegas jabatar.

25. Perseroan Terbatss

2.5.1. Defenmisi dan Syarat pendirian Persevoan Terbatas

Perseroan Texbatas adaiah baden hokem yang merupakan persekotuan
modal dasar yang selwulmya terbagi dalem sabam dan memennbi
pessyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undamg Nomor 40 t=bun 2007
tentang Perservan Terbatas serta peraturan pelaksanaammya. Dari pengertian
Perseroan Terbatas yang terdapat paGa pasal 1 ayat (1) Undang-Undamg
Nomor 40 tabon 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas dapat dijelaskan
balrwa Perseyoan Terbaias adalsh svatn badan bukum (legn! emnity), vaitu
badan hukum “arandiri” (persona standi in judicio) yang memiliki sifat dan
Perservan Texbatas adalah sebapai berikut:
1. Sebagai asosizasi modal;

2 Habib Adjic, Sanksi Perdats dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publikop.cit, bal. 77.
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2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan
dan utdng Pemegang Sabam;
3. Pemecgang Saham:

a. Bertanggungjawab hanya pada apa yang disctorkan, alau tanggung
jawab terbatas (limited liability);

b. Tidak bertanggmmp jawab atas kerugian perseroan (Perseroan
Terbaias) melebihi nilai sesham yang telah diambilnya;

c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama perseroan;

4. Adanya pemisahan fimpsi antara Pemegang Saham dan Pengunss atan
5. Memiliki Komisarys yang berfongsi sebagat pengawas;
6. Kekuasasm tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham -atan

RUPS. )

Untok mendirikan Badan Usaha Persexpan Terbatas, dibutuhkan
bebexapa persyarsim, yvaim:*’
1. Syarat Formal
Syarat Formal pendirien Persercan Tesrbatas terdapat dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitn:

1. Pexrseroan didirtkan oleh 2 (dua) orang atan: lehh;

2. Dibuat datam bahasa ndonesia; ‘

3. Setiap pendivi haras mengambil bagien atas saham, kecuali dalam
rangka peleburan;

4. Akia pendirisn harus disabkan olch Menteri kehakiman dan
divmmomkon datam Berita Negara Republik Indonesia; )

5. Bila Perscroan telah memperoleh status badan hukem pamm
peregang saham kurang dari 2 (doz) owang, maka dalam janpka
waktn paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadasn tersebut
pemegang saham ymmg bersangkntzn wajib mengahibkan sebagian
sahamnya kepada orang lain atan Perseroen mengeluarkan saham bamu
kepada orang lain;

”Smm%PmummeL(m
Numnsa Actia, 2006), hal. 17.
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6. Bila jangka waktu pengalihan sebagian saham telah dilampaui dan
pemegang saham masih kurang dari 2 (duz) orang, pemegang saham
bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerogian
Persecroan, dan atas pexmohonan pihak yang berkepentingan,
pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;

7. Modal dasar mmimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh Juta Ruopiah) dan
modal disetor dan ditempatkem minimal 25% (duapuluh lima persen)
dari modal dasar;

8. Minimal 1 (satn) orang direktur dan 1 (satn) osang komisaris ;

9. Pemepang saham hams Warga Negara Indonesia atan Badan Hukum
Terbatas Penanaman Modal Asing

terdapat pengecualian terhadap syarat formal di atas sehagaimana diatur

datam pasal 7 ayat (7) Undmg-Undang Nomor 40 talun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, yaitn bikanapa: *'

1. Persero yang schuuh sahammnya dimiiiki oleh negara; atau

2 Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kling dan
pejaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan leambaga
lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Syarat Materil

Persyaratan materil adalah persyaratm berupa kelengkapan
dokumen vyang harus disampaikem kepada Notaris pada saat
1. Identitas atau Karta Tanda Penduduk atau Paspor dari para Pendiri

(minimal 2 (due) orang dan bukan spami isteri)
Jika pendirimya suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1
(satn) orang lain lagi yang bestindak sebagai pendiri/ pemegang saham

2. Modal dasar dan modal disetor

Syarat materil dalam pendirian Persaroon Terbatas artinya
adalah harmus ada modal karena pengertian Persercan Terbatas it

*' Indonesia, Undang-Undang Pesseroan Terbatas, Op.Cit., Ps. 7 ayat (7)
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sendiri meayatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan bukum
yang memupakan persekutoan  modal. Rochmat  Soemitro
suato knmpulan barang-barang, baik berupa benda, vang, maupun hak
yang dipersamakan dalam badan usaha gima mencapai kevmtungan.”>
B. De Smalen mengemukakan tahwa sero (saham) merupakam
bagian dari modal bersama dalam perseroan”® Saham merupakan
diinvestasikan ke dalam Perscrozm. Setiap pendiri Perseroam wajib
mengambil bagian saham pada saat Perseroam didinkan, namun
ketentuan ini tidak berlaku dalam ranpka Peleburan. Modal dalam
Perseroan Terbatas texrdin dari tiga jenis, yaitu:
2. Modal ditempatkan atan modal yang telah diambil yaitu schngian
darfi modal perseroan ielah disemym umiuk diambil oleh para
3. Modal disetor yaita modal yeng benar-benar telah ada dalam kas
PETsErnan.

Beydasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 temimop Perseroam Terbatas paling sedikat 25%
(doapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan
dibukiikan dengan bukti penyctoran yang sah,

Menentukan besamya mial dasar, modal ditempatkezm dan
Surat Izin Usaba Perdagangan Penentwm kelas Surat Izin Usaha
Perdagangan bukan berdasarkan besarmya modal dasar, melainkan
berdasarkzm besamya modal disetor ke kas Perseroam Kriteria
terselnt distur dalam Peraturan Menter Perdagangan Republik

2 Roclmat Soemitro, Hukwow Perseroan Terbatm, Yapasan, dan Wakaf, (Bandung: Eresco,
1993), hat, 2.

% B. De Smalen, Pasar Modal den Uang, (Jakeaxta: Pradirya Paramita, 1997), bal. 105,
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Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indouesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan, yaitu:™
1) Surat Izin Usaha Perdagangan Kexil
wayib dimibiki oleh perusahasn perdaganpgan yamg kekayaan
bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000- (ima pulub juta rapiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dam bangunan tempat usaha
2) Surat Fzin Usalia Perdagangan Menengah
wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya 1¢bih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3) Surat Izin Usaha Perdagangan Besar
wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yamg kelayaan
bersihuya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
Kewajiban memitiki Surat Izin Ussha Perdagangan
dikecoalikan tethadap:
a Perusalman yung melakunkan kegistin vssha di loar sektor
perdagaogan;
b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
c. Perusahamn Perdagangan Mikro denpan kriteria sebagm berikut:
1) usaha perseorangan atan persekutoan;
2) kegintan vsaha diurus, dijalankan, atsu dikelola olch
pemiliknya atan anggota keluarga atan kerabat terdekat; dan

M Indonesia, Peraturarn Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pernbohan atas
Perataraw Memteri Perdogamgon Republik Indoresia Nomor 3&M-DAG/PERM/2007 tentang
Penerbitan Serat Ein Usaha Perdagangan, Nomor A6/M-DAG/PER/9/2009, 16 Scptember 2009,
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3) merniliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-
" (lima puluh juta Topiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
Perusahaan Perdagangan Mikro dapat diberikan Surat Izin
Usaha Perdagangan Milgo, apabila dikehendaki yang
bersangkutan.
3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masng pendin
(pessentase) misal: A =25% B =50% C =25%
4. Susiman Direksi dan komisaris serta jumiah Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris

2.5.2. Teknis Pendirian Perseroan Terbatas
Telmnis Pendivian Persercan Terbatas antara lain yasta:

1. Penrcsanan nama )
rama Perseroan Terbates dilakvkan oleh Notanis scbagal kuoasa dari
pendiri. Pemakaian nama ini terdebih datmin hanus di setujui Menteri atan
berkeberatan atan menolak permohonan yang diajukan.

2. Pembuaten Akta Notaris, Pengrossn §in domisili, Nomor Pokok Wajib
Pajak Perseroan (NPWT), dan peryetoran modal

Pambotan akia Notaris dilaknkan dengan memperhatiksnm syarat-

Syawat agar akta yang dibuat menjadi akia otentik yaim:
1. Dibuat oleh atan di hadapan Notaris;

2. Menurut bentuk dam tatz cara yang ditetapkam dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tabem 2004;

Setelsh dilelvksn penandatanganen  Noteris  memberikan
keterangan mengenai dokummen pendukumg telah seswsal dengzam ketentuan
langsung menyaizkan tidak berkeberatan atas penmobonsn yang
bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
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terhiting sejak tanggal pemyataan tidak berkeberatan, Notaris yang

bersangkutzm wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang

dilampiri dokawnen pepdukung dan dibuktikan dengan tanda terima.
Dokumen pendulamg yang di maksud di atas meliputi-®

a. Salinan akta pendirian Perseroan dam salinan akta perubaban pendirian

Perseroan, jika ada;

b. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam
rangka pelebaran;
c. Bukti pembayaran biaya unink-

1) Persetnjuan pemakaian nama;

2) Pengesahan badan hukuin Perseroan; dan

3) Pengumumem dalam Tamhahan Bexita Negara Republik Indonesia

d Bukti setor modal Perseroam berupa:

1) Slip setoran atan keievangan benk atas pama Persercan atan
rekening bersama tas pama para pendid atau pernyataan telah
menyeior modal Perseroan yang ditendatanpani oleh semma
Dewan Komisaris Perseroan, jika sctoran modal dalam bentok
uang;

2) Keterangem  penilaian dari ahli yang tidek terafilinsi atan bukdi
pembelian barang jika setcran modal dalzn bemtuk lain selain vang
yeng disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalsm
bentuk bemdta tidak bergerak;

3) Perahiran Pemerintah dan/atan surat keputusan Menteri Keuangan
bagi Perseroan Persero; atan

4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan

e. Swrat keterangan alamat lengkap Perserosm dari Pengelola Gedung
atan surat pemnyataan tentang alamat lenglap Perseroan yang

* Indonesia, Peraturan Menteri Hwkwon dan Hok Asasi Marmeia Republik Indonexia

tentong Tona Cara Pengaiuen Permohonan Pengesahan Boadan Hwkwm dan Perseinfuan
Pergixthan Angparan Davar, Permyampaion Pemberitahzan Pernbohan Anggoron Dasar dom
Perubahan Doia Perseroan, Nomar M-01-HT.01-10 TAHUN 2007, tertangpal 21 Sepiember
2007.Ps. 7.
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ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua
pendiri serta sermia anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

f Dokumen pendukung iain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara langsung, paling
lambat 7 (tojuh) hari, Menteri atan Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan. Jika tidak
dipenuhi, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan
hal tersebut kepada Notaris melalui Sistern Adminisirasi Badan Hulann.
Notaris diberi kesempatan wuntuk dapat membukiikan telah
pendukung. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menyampaitkan secara fisik surat keduna yang dilampind dokumen
pendukung paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
pemberitabuam.

Dalam hal pemyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat
mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri
dengan memperhatikean ketentuan batas wakir 60 (enszmpuioh) hari
tethitumng  sejak tanggal akta pendirian ditandstangani. Dan Jika
pemmobonan untok memperoleh Keputusen Menteri tidak disjukan dalam
jangka waktu 60 (enampulub) bari terhitung sejak tanggal akta pendirian
ditandatangzmi, maka akta pendirian batal sejak lewatnya jangka waktu
tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum

_ bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendin.

3. Parmohonan pembpatar Surat [in Usaba Perdagangaa (SITUP) atao in
Usaha lain yang terkait sesuai dengan maksud den tgjuan usaha;

4. Pembuatan Tanda Daftar Perusabaan (TDP) sekaligus Pendaftaran
Perseroan untuk memenuhi kriteria Wajib Daftar Perusahaan (WDP);

5. Pengumuman pada lembar Berita Negara Republik Indonesia.
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2.6 Majelis Pengawas Notaris
2.6.1 Ruang Lingkup Tugas dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga yang dibentuk Menteri,

dalam hal ini menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan
tugas membina dar mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.
Pasal 67 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 tabumn 2004 tentang Jabatan
Notaris menyebutkan formasi Majelis Pengawas, yaitu:>®

1.
2.
3.

Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis Pengawas Notaris terdiri dani 3 (tiga) Majelis Pengawas yaitu:

. Majelis Pengawas Daerah Notaris

Berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota. Sampai saat ini Majelis
Pengawas Daerah Notaris yang dibentuk baru mencapai 96
(sembilanpuluh enam) di tingkat kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Berkedudukan di setiap ibukotia provinsi Majelis Pengawas Wilayah
Notaris telah dibentnk selurahnya di 33 (tigapuluh tiga) ibukota previnsi
seluruh Indonesia.

. Majelis Pengawas Pusat Notazris

Berkedudukan di ibukota negara. Majelis Pengawas Pusat Notaris telah
dibeniuk dan berada di ibukota negara Indonesia.

Adapun wewenang dan Kewajiban dari masing-masing Pengawas adalah
sebagai Benikut:

1.

Maijelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah berwenang:’

a. Menyelenggarakan sidamg untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atan pelanggaran pelaksanaan Jabatan
Notaris;

* Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit, Ps. 67 ayat (3)
7 Ibid Ps. 70
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b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1
(satu) kali dalam 1 (salu) tabun atan setiap wakiu yang dianggap
perlu;

¢. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d. Menctapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris
yang bersangkutan;

¢. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notans yang pada saat
serah teima Protokol Notaris telah berumuy 25 (duapuluh lima) tahun
atau lebih;

f Menunjuk Notaris yang akam bertindak sebagai pemegang sementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagati pejabat negara;

g Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentvan dalam-

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; daz

h. Membuat dan menyampaikan laporim scbagaimana dimaksud pada
huruf a, huraf b, hurof ¢, horuf d, hunif e, huruf £, dan buruf g kepada
Magelis Pengawas Wilayah. )

Majelis Pengawas Dacrah berkewajiban:”’

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris
dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah
surat di bawah tangan yang disabkan dan yang dibuat sejak tanggal
pemeriksaan terakhir,

b. Pembuat berita acara pemeriksasn dan menyampaikannya kepada
Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada
Notaris yang bersangkutan, Organisesi Notaris, dan Majelis Pengawas
Pusat;

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari dafiar akta dan daftar lain
dari Notaris dan merahasiakannya;

T Rid, Ps. 71
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e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan
hasil pemeriksazan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam
wakts 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang
melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris; dan

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan
cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:®

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan  mengambil
keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis
Pengawas Wilayah;

b. Memanggil Notaris Terlapor untik dilaknkan pemeriksaan atas
laporan sebagaimsna dimaksud pada hurafa; -

¢. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satn) talum;

d. Memeriksa dan memutos atas keputusan Majelis Pengawas Daerah
yang menolak cufi yang diajukan oleh Notaris Pelapor;

e. Memberiken sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis
Pengawashmmbémpa:
1) Pamberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai depgan 6 (enam)

bulan; atan

2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksod pada huruf e dan huruf £, '

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:*
a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1) huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang

R id,Ps.73
» 1bid, P75 .
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~ bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris; dan

b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis
Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cufi.

. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat berwenang:*

a Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan  mengambil
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan
penolakan cuti;

b. Memanggil Notaris Terapor untuk dilakukan pemeriksaan
schagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Menjatnhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak

- hormat kepada Menteri.

Maijelis Pengawas Pusat berkewajiban:*! ,
Menyampatkan kepirusan penyelenggarakan sidang untuk memeriksa
sanksi dan penolakan cufi kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dam Majelis
Pengawas Daerah yang bersangkutam serta Organisasi Notaris.

Secara Keseluruhan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan

Sidang wmtuk memeriksa:
1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;

2. AdanyadugaanpelanggmﬁnpelakmnaanmgaslabatanNolaﬁs. .

3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya yang
dapat menggangpu alau mempengarhi pelaksanaan tugas jabatan
Notaris.

® id P11
* Ibid P79
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Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris

beserta perangkatnya, termasuk fisik minuta akta Notaris: Pemeriksaan
terhadap Notaris dilakukan oleh Tim Pengawas, pemeriksaan ini sifatnya
insidentil dan dibentvk oleh Majelis Penpawas Daerah. Pemeriksaan Tim
Penpgawas meliputi pemeriksaan:

SO o

Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);

Surat pengangkatan sebagai Notaris;

Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;

Surat Keterangan izin cuti Notaris;

Sertifikat cuti Notaris;

Protokol Notaris yang terdr dari:

a. Minuta akta; -

b. Bukudaﬂarakﬁalaurepertorium;

c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang
disahkan tandatanpannya dan swrat 4i bawah tangan yang di
bukukan;

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari dafiar akta dan dafar
surat di bawah tangan yang disahkan;

e. Buku dafiar protes;

f. Buku daftar wasiat;

g- Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan
ketemiuan perundang-undangan.

Keadaan arsip;

Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);

" daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan dafiar surat di bawah

10.
11.
12.

tangan yang dibukukan;

Uji petik terhadap akta;

Penyerahan protokol berumur 25 tahun atan Jebih;
Jumlah pegawai yang terdiri atas:

a. Sarjana; dan

b. Nonsarjana.
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13. Sarana kantor:

a. Komputer;

b. Meja;

¢. Lemari;

d. Kursi tamu;

e. Mesin ketik;

f. Filling cabinel;

g. Pesawat telephone/ faksimili/ internet.
14. Penilaian pemeriksaan; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Dalam Melakukan Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris dapat
menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris. Sanksi Administratif
tersebut dapat berupa:*

1. Teguran lisan;

2. Teguran tertulis;

3. _Pemberhcntian sementara;

4. Pemberhentian dengan hormat; atan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.6.2. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya wewenang dan tugas
pengawasan terhadap MNotaris diberikan kepada Menteri melalui Majelis
Pengawas Notaris, hal ini memiliki konsekuensi terhadap kedudukan
Majelis Pengawas dikarenakan Menteri adalah suatu Badan atau Jabatan,
Tata Usaha Negara. Karena pendelegasian dari badan atau jabatan yang
-berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara maka Majelis
Pengawas Notaris berkedudukam pula Sebagai Badan atan Jabatan Tata
Usaha Negara. Dengan demikian secara kolegial Majelis Pengawas
berkedudukan sebagai:
1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Melaksanakan uruesan pemerintahan;

2 Ibid Ps.85.
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3. Berdasarkan perundang-vndangan yang berlaku, yaim melaknkan
pengawasan tethadap Notaris sesvai dengan Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Yabatan Notaris.

Karena kedudukannya sebapai Badan atan Jabatan Tata Usaha Negara maka
Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan membuat surat keputusan
yang ditaqjukan kepada Notaris dan karena kedodukan itu pula sorat
keputusan atan ketetapan Majelis Pengawas Notaris dapat dijadikan objek
gugatan oleh Notaris ke Pexadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa Tata
Usaha Negara ®

Peluang untuk mengajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara tetap
yang bersangkntan meneninkan bahwa putesan Majelis Penpawas adalah
final atan tidak dapat ditempuh apaya kokum lain.**

Studi kasas atas Putesan Majclis Pengawas Wilayah Notaris No.
226/MPW-JABAR/2008
2.7.1. Kasas Posisi

Pada tanggal 22 Joni 2007, Nyonya IW dan Tu=n JW, pemilik Farm
JW, (sclmjuinya disctt Pelapor) hendsk melakuksn penandatangan
peganjian kefjasama denpgan Tvan T umiuk mendinkan PT. X dengan
kiausul balwa PT. X baru sken dibemtuk setelsh sclurch persyaratan
terpenmhi. Pezandatanpgam akta dilaknkan di lokasi Farm JW di Desa Cogrek
dibuat di hadapan Notaris SB, Notans Kota Depok (selanjutnya disebut
Tedapor), ditangkan dalam Akia Nomor 2 Tangeal 22 Juni 2007-
Pertemuam Texdapor di Farm JW tersebut merupakan pextemuan pertama dan
terakinr kalinya antara Pelapor dan Terdapor.

Seiring perjalanan waktn, Pelapor belum joga mendapatkan salinam akta
pegjargian. Komunikasi pun telah dilakukan oleh Pelapor berulang kali

© Indonesia, Undang-Ussdang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 5 Tabua 1986, LN

No. 77 Telun 1986, TLN NO. 3344, Pz 1 ayat (4).

“ Habib Adie, Hwhaw Notaris Indonesia- Taofsir Tematik Terhadap UU Noa. 30 Tobsn

2004 Textang Jobatan Notaris, Op.Ca., hal_ 178,
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kepada Terlapor untuk meminta saliman akta tersebut namun bam pada
tamggal 16 apusius 2007 Pelapor menerima fotocopy salinan akta perjanjian

Pada tanpgal 27 Agusuts 2007 Pelapor mendatangi kantor Terlapor
namm Terlapor tidak berada di tampat dam hanya menjamjikan vmiuk
memberikan salinan pada tanggal 28 Agustos 2007. Tak lama setelah
meninggatkan kantor Terlapor, Pelapor terpikir wntuk kembali ke kantor
Tetapor dan meommggn Tedapor polmpg mengingat kantor Terlapor
sckaligus tempat tinggalnya. Saat kembali ke kantor Terlapor, Pelapor
mendapati salah satn karyawan Terlapor sedanpg berkommmikasi dengam
Tedapor dan memcgang data-data akta nomor 2 tanggal 22 Jumi 2007
tentang perjanjian kerjasama, Akta nomor 3 tentzmg Pendirian PT. X, Akta
nomor 4 tentang Surat Kuasa uotnk memasokkan harta kekayaan CV. E ke
PT. X dan Akia nomor 5 tentang tentang Surat Kopasa imiok memasukkan
- harta kekayaan Tuan JW ke PT. X
Petapor dikagetian dengzm keberadaan Akta Nomeor 3, 4 dan 5 tersebut,
Nomor 2 terntang Perjanjian Kexjasama yang sudah dijilid dalam 1 (satw)
buku dan tidak permnah menandatanpsni dalam bentuk lembaran-lembaran
dan tidak tehn menahm temang adanya akta nomor 3, nomor 4 dan nomor 5
bahken ketika pensndatzmgan akta nomor 2 tidak ada saksi-saksi yang hadir
dan wenmndatengani. Karyawsn Texdlapor mengatakan ia tidek taho menahu
dan tidak pernah meungetik soal akia-akta tersebut dan pensndatanpganan
schagai saksi disuruh Terlapor dam dilakukan di kantor Terlapor.

Akibt adaya akinakta terscbut di atas Pelapor mersa =mpat
bahkan seloruh aset Pelapor dikuasai, dijaga dan diambil alih oleh PT. X
Sehnbungzn dengan tindakan Terlapor, Pelapor melaporkan sekaligus
memohon kepada Majelis Pengawas Dacmah Notaris Kota Depok onink
menyikapi serta menindak tepas Terlapor. Majelis Penpawas Dacrah Noteris
Kota Depok melakukan pemeriksaan teshadap Tedapor dem mengelvarkan
Surat tamggal 6 okiober 2008 Nomor 40/MPD-DEPOK/X/2008 perihal
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penyampaian hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Daerab Notars Kota
Depok atas Laporan Pelapor terhadap Terlapor, Notaris di Kota Depok.
Selanjuinya Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok
tertanppal 6 Oktober 2008 terscbut disampaikan dan diterima Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat pada tanggal 37 Oktober 2008.
Majelis Penpawas Wilayah Notaris pun melakokan Sidang pada hari Selasa
Tamggal 25 November 2008 dan memeriksa Surat dari Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kota Depok, tanggal 6 oktober 2008, nomor 40/MPD-
DEPOK/X/2098.
Notaris Kota Depok tertanggal 6 Oktober 2008, dan hasil pemeriksaan yang
dilakukan ole¢h Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, dijuompai
A.1 Bahwa Teriapor benar mengaku teiah membusd akta:
a Nomor 2 tentang perjanjiat kerja sama -
b. Nomor 3 tentang pendirian PT. X
c. Nomor 4 tentang Surat Kuasa votnk memasuidcen harta kekayaan
CV.EkePI. X
d. Nomor 5 tentang tentang Surat Kuasa untuk memasokkan harta
kekayazn Toan JW ke PT. X
Semua akta dilakakan pada tanggal 22 Jumi 2007 yang dibust olch
Terlapor.
2. Paunbuatan dan penandatanganan akia tidak dibadiri oleh saksi.
3. Pembacaan akia dengan alokasi wakiu:
a. Perjanjian kerjasama dibuat jam 14.000 WIB
" b. Pendirian PT. X dibuat pada Jam 14.25 WIB
c. Surat Kuasa nomor 4 dibuat jam 14.40 WIB
d. Surat Kuasa nomor 5 dibuat jam 14.55 WIB
4. Pembacaan dan pepandatanganan alta ditakookan di tempat Pelapor di
Kampung Kandang Rt. 01, Rw. 5 Desa Cogrek, Kecamatan Parung-
Kat=paten Bogor.
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2.72. Analisis kasus dihabunghkan dengan peran dan tanggung jawab
Notaris daiam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroam
Terbatas sesuai peraturan perandang-undangan
Dalam Pembuatan akta otentik Notaris memiliki kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhi agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna. Di mana harapan ini ada sejak penghadap datang ke Nofaris agar
tindakan atau perbuatan para pihak di formulasikan ke dalam akta otentik,
hulwmgan ini mempakan landasan terjadinya hubungan hukim antam

Notaris dan para penghadap. Karenanya Notaris harus menjamin bahwa akta

yang dibuat tersebut telah sesual mepunst aturan hukom yamg sudah

ditentukan dalazm hal krsus patusan Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu
aioran mengenai Pendirian Perseroan Terbatas.

Pada Kasus dalam putusan Majelis Pengawas Wilayzh Notaris Jawa
Barat Nomor 2Z26/MPW-JABAR/2008 Tealapor diduga. melakukan
pelanggaran. Pelapor menganggap Terlapor tidak bertindak jujur, saksama,
perbuatan  hokum. Tindaksn Terlspor yaitn dengan  senpaja
meayembunyiken pembuaten akin nomor 3, nomor 4 dan nomot 5 dan
Pelapor sangat merogikan Pelapor teratama dalam hal adanya pemnasckan
harta milik Pelapor tsmpa persetujuan dan pengetalmen Pelapor ke dalam
FT.X.Bahwanmmumngtmtﬁﬁnyahanyamn‘mandam@miﬁha
Nomor 2 yaitu teatang Perjanjian Kerjasama yang sodah dijilid dalam 1
(sata) bukn dan tidak pernah menandatangani dalam bentuk lembaram-
lemnbaran dan tidak taln menahn tendang adanya akta nomor 3, nomor 4 dan
nomor 5.

~ Dalam Kasus terschut di atas Pelapor melaporkim bahwa dalam
menandatanpaninya dan menorot karyawan Terdapor, karyawsan tersebut
diperintahkan oleh Terlapor untuk menandatangami sabagai saksi di kantor

Tﬁlapmhukanpndamtpﬂmdamngmmakmditmnpmi’ehpur.
Prosedur penandatanganan sangatish penting dalam pembuatan akta

otentik. Pasal 16 ayat (1) burof | UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004
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tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk membacakan akta
dihadapan penghadap dengan di hadin oleh paling sedikit 2 (dpa) orang
saksi dan ditandatengani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan
Notaris. Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:*’

“Segera setelah akia dibacaken, akia tersebut dilondatangani oleh

setiap penghadap, saksi, dan Notaris, Kecuali apabila ada penghadap

yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan

I ”

Melihat ketentrzm Pasal 16 ayat (1) huraf 1 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undamg Nomor 30 Talmn 2004 temiang Jabatan Notaris di aias, maka
terlibat bahwa Ta!ﬁpor menpgabaikan kewajibcnnya dalam pemenuhan
syasat sebapgai akta otentik di mana Terdapor melakukan penandatmgauan
di kamtor Terdapor. -

Dikaitkem dengan Kode Etik Notaris, babwa tindakan Tesiapor
melangpar Pasal 3 Kode Etik Notaris yaito Terlapor bertindak tidak jujur
dan tidak bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuatnys. Di samping ite
Tezlapor juga dimgpgap telah melamppar pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris

yait:

“Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umnm disebut

sebagai pelangpgaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun

a Ketentuan-ketertuan dalam Undang-sndong Nomor 30 Tahun
2004 tentang JabatanNotaris;

b. Perjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tamm
2004 tentang Jabatan Notaris;

c. Isi Sumpah Jabatan Noiaris;

d Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangpa dan/otou Keputusan-Kepuiusan lain yang
telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris
Indomesia tidak boleh dilakukan oleh anggota ™

* ndoncsia, Undang-Undang Jaboton Notaris, Op.Cit., Ps. 44 ayat (1)
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Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terkait pasal 4 angka 15 tersebut di
atas adalah mengenai “Isi Sumpah Jabatan Notaris”, adapun isi sumpah janji
iersebut adalah sebassi berikut="
“Saya bersumpah/berjargi:
bahwa saya akaen patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jobatan Notaris serta
peraturan perundang-undangan laimnya.
bahwa saya akar menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur,
saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa soya akan menjoga sikap, tingkah laku saya, dan akan
mernjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
bahwa saya akan merahasiokan isi akla dan keterangan yang
diperoleh dalom pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapai diengkat dalom jabatan ini, boik secara

langsumg maupun tidak langsung, dengan nama atau dolih apa pun,
udakpermhdm:udakakmmbenhnatmmaymyd:mm

*epada siapa pun.”

Pelangparan Isi Sumpah Janji yang dilakukan Terlapor adalah mengenai
kehormatan, mariabat, dan tangpung jawab sebagai Notaris.

Lebih lanjnt, mengenai Akta Nomor 3 Temtang Akta Pendirian
Perseroan Tezbatas, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa untok memnasuklcm
harta kekayaan CV. E dan Akta Nomor 5 tentang tentang Surat Kuasa untuk
memasnkkan harta kelayasn Tuan JW ke PT. X terlebih dahuhn dijelaskan
mengenai Akta Pendirtan Perseroan Terbatas yang merupakan akta para
pilek. .

Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat oleh para pihak di hadapan
pejabat, di mana para pibak meminta bantsan pejabat untuk mengkonstatir
apa yang dikchendakinya dalam suatu akta di mana inisiatif pembuatan akta
membuat akta. Akia tersebut berisikam keterangan yang dikehendaki oleh

7 indovesia, Undmg Undang Jabatsn Notaris, Op.Cit.,
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para pihak yang menywroh membuat akta agar keterangzn atau perbuatan itu

dikonstatir oleh Notaris ke dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Tamda tangan para pibak memspakan keharusan, dengan ancaman
kehilangan sifat otensitasnya artinya penandatanganan di dalam akta pibak

Apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangant akta maka di
ditandatanganinya akta im oleh pihak yang bersangkutan, maka keadaan
tersebut harus dicantumkan oleh Notaris di dalam akta Keterangan i
berlaku schagai pengganti tanda tangan atau surrogaat tanda tangan ** misal
salah satu pihak tanpannya lumpuh.

Kebenaran isi dani akta para pibak dapat digugat isinya dengan jalan
merupakan keterangam yang tidak benar. Akitet Akda Notaris tidak
ditandatzmgani oleh semma pihak, maka Akta texsebut
1. Tidak dapat dipetriakukan schagai akta otentik; -

2. Berlakn hanya schagai akia di bawah tangan dengan syarat apabila para
pihak menandatongamnya dan menpakni bahwa benar yang bersangkutan
ielsh menandatangani dan tenda tengan tersebut adalah bemar tanda
EADERTIA.

menandatangani Akta Pendirian Perseyoan Tesbatas, bahwa texhadap Akia
Surat Kimsa memasukkan kekayaan mnlik Pelapor ke PT. X, Pelapor merasa
tidek pemnah menandatanpzninya akibat akta tersebut Pelapor mengalami
dikatagorikan sebagai akta otentik maopun akta di bawah tangan.
Berkenasn dengan tcknis pendirian Perseroan Terbatas, dengam tidak
diakuinya tandatmugan Akia Nomor 4 teotang Swat Kuasa untuk
memasukkan harta kekayaan CV. E ke PT. X dan Akta Nomor 5 tentang

® GH.S. Lunban Tobing, Peratsran Jabatan Notaris, Op.Cit, hal 52.
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tentang Surat Kuasa untuk memasukkan harta kekayaan Tuan JW ke PT. X
berarti syarat penyetoran modal atan bokti penyetoran menjadi cacat karena
Pelapor tidak pemah bemniat sama sekali memasukkan harta kekayaan
mereka ke PT. X. Narmnun pembuktian dalil Pelapor harus dapat dibuktikan
terlebih datulu di Pengadilan Umum.
Dati beberapa uraian di atas Terlapor juga melanggar pasal 16 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 30 Tahmn 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana
akibat perbuatan Terlapor yang fidak memenuhi salah satu syarat atau
sclurobnya mengenai pembacaan yang segera difknti penandatangan
dan/atau jika tidak tendapat pembacaan, karena penghadap menghendaki
dinyatakan dalam penmtup akia sexta pada sefiap balaman Minuta Akta
diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris tidak dipenuhi, akibatnya akta
bawah tangan.
Secara garis besar dalam kasas di atas, bahwa pertangging jawaben
Notaris selaku pejabat yang mengkonstatir kehendak para pihak harus
a. Notaris tidek melaksanaken syarat otentisitas akta yang harus dipemrhi,
yaitu tidak membacaksn akin di hadspan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan fidak dengam segera ditandatangani
akia pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

b. Tidek bestindak jojur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan memjaga

c. Tidak memberikan pelayanan hokum kepada klien/masyarakat yang
memeriukamnya dengan sebaik-baikrmya;

d. Tidak memberikan penynlvohan lmkom agar masyarakat menyadari hak

Tindakan Terlapor dapat merugikan masyarakat pengguma jasa
Notaris, merugikan nama baik dan citra Notaris, dan dapat meimbulkan
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sebagai akta olemtik, karenanya Teslapor dapat dimintakan pestanggung
jawabannya.
Pertanggung-jawaban Terlapor terhadap Akta-akta yang dibratnya

tersehwt dapat berupa:

a. Sanksi berupa teguran keras dalam bentuk terinlis;

b. Samksi pemberhentian sementara;

¢. Membatalkan Akta Pendixian Pendirian Perseroan Terbatas, pembatalan
ini harus diajuan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Negeri;

d. Membayar biaya, ganti rugi, dan bimga, apabila Pelapor merasa
dirgikan dengam adanya Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas
mengajukan tuntutan ganti rugi, dan tootutsn tersebut hargs melahn
Pengadilan.

Dalam Putusan Majelis Penpawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor
226/MPW-JABAR/2008, Majelis Pengawas Wilaysh Notaris Jawa Barat
1. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran kera dalam bentok tertulis.
2. Mengysulkan kepada Majelis Pengawas Posat Notaris agar kepada

Teslapor diberikan sanksi pemberhenttan sementara sclama 3 (tiga)
bulan.

2.73. Dampak Putusan Majelis Pengawas terhadap Notaris dan
Pihak-pibhak yaug berkepentingan
Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat
meanjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sebagaimana diuraikan
sementara tethadap Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.
Dalam Putusan Majelis Penpawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor
226/MPW-JABAR/2008, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat
menvutwskan:
1. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran keras dalam bemtuk
tertulis.
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2. Mengusulkam kepada Majelis Pengawas Pusat Notarts agar kepada
Terlapor diberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga)
bulan.

Sanksi yang diberikan temtu berdampak pada pelaksanaan tugas
Terlapor. Menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nomor M.02PR.083.10 Talnm 2004 bahwa
Notaris yang dijatahi samksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat
melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris. Dijelaskan bahwa
sanksi yang diberikan oleh Majclis Pengawas adalah final, namun sanksi
tersebrst merupakan sanksi administratif saja, banding yang dilakukan pun
berupa bandmg administratif. Terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan
kepada Notaris diberikan suatu upaya bagi Notaris untuk mempertahankan
hak-haknya, tijuannya tidak lain untuk mendapatkan pemeriksaan yang
berimbang. Dikarenakan kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai
badan atan jabatan Tata Usaba Negara sebagaimana pernah diuraikan di
atas, maka surat keputusan atan ketetapan Majelis Pengawas Notaris dapat
dijadikan objek pugatam oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagai sengketa tta usaha negara.

Dalam kasos di atas, Pelapor menjelaskan bahwa akibat akta-akta
yang dibuat Terlapor, Pelapor mengalami kerugian, di mana pensngkaran
milik Pelapor tidak bisa melakukan aktifitas bahkan seluruh aset Pelapor
dikvasai, dijaga, dan diambil alih oleh PT. X, umtuk itu Pelapor mengajukan
laporan ke Majelis Pengawas Notans. Jika Pelapor ingin memmiut
pembatalan akta, maka Pelapor dapat membuat akta pembatalan yang
ditandatanani oleh selaruh pihak. yang terlibat pada akta y=ng ingin
dibatalksn dengan mengemukakan alasan-alasanmya. Notaris tidak dapat -
membusat akia pembatalan suatn persetujuan hamya atas permintasm salab
sain pihak saja. Jika tidak terdapat kesepakatan pibak yang berkepentingan
dapat meogajukan gogatan pembatalan akia tersebut ke pengadilan Negeri.
Menurut pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terdapat tidak ada alasan yang dapat digunakan umtuk
membatalkan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, yaitu:
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1. Adanya kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling).
Kekhilafin dapat berupa salah penpiraan, salah paham, kelimn atau
kesesatan. Salah pengiraan terjadi bila subyek hukum yang mengadakan
suatu pernyataan didasarkan atas suatn gambaran atan angpapan yang
tidak benar atau salah mengenai:
a. pokok maksud ataun intisari dani obyek persetujuan;
b. kedudukan subyek hukumnya;
c. hak dani subyek hnkumnya;
d. perataran hukimmnya; atau
e. hak keluasaan sendin.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekeliruan atan
kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjzmjian batal terkecuali bila
kekhilafan tersebut mengenai pokok maksud atam intisari dan obyek
persetujuz _
2. Adanya paksaan {(dwang) yaitu adanya perbuatan yoog sedemikian rupa
3. schingga dapat menakutkan orang yang berpikir sehat atan merupakan
ancaman bagi keselamatan maupun kekayaannya. Paksaan tersebut dapat
4. Adanya penipuan (bedrog) yaitu pernyataan yang tidak benar tentang
snatn kenmyatzan yang ada pada wakin pernyaiaam itu dibuoat.
Paksaan itn dapat dilakuien terhadap:
a Orang atau pihak yang membuat perjanjian sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata;
b. Suami atau istri dari pihak perjanjian atau senak keluarga dalam garis
keatas maupun kebawah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1325
Kitab Undarg-Undang Hukum Perdata.

Sebelum melihat dampak Pofnsan Majelis Pengawas Terhadap Pihak-
Pihak yzng berkentingan, dalam hal imi Terlapor, terdebih dahulu penulis
ingm membahas mengenai hubungan bukum antara Notaris dengan
Penghadap. Secara garis besar hubungan hukum antara Notaris dan para
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penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter sebagi

berilut:* .

1. Tidak periu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupum tertulis dalam
bentuk pemberian kuasa untuk membuat akia atan wmtuk melakukan
pekerjasn-pekerjaan tertentu;

2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa
Notaris mempunyai kemampuan unttk membantt memformulasikan
keinginan para pthak secara tertulis dalam benink akta otentik;

3. Hasil akhir dan tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang

4. Notaris bukan pihak dalam akia yang bersangkutan

Hubungzn tersebut terkait pula dengan pasal 1869 Kiteb Undang-
Undang Hukum Perdata, dimana pasal 1869 ini menjadi dasar Pengadap
untuk menggugat Notaris scbagai suat perbuaten” melavan huldm ata
dmgankmalamlmbtmganhukmnammaNotansdanpenghadapda;m
dikualifikasikan sebagat perbuatan melawsm hukum, karena:

1. Notaris tidak berwenag membuat akta yang bersangkutan;
2. Tidak mampunya Nofaris yang bersangkutan dalam membuat akia;
3. Akta Notaris cacat dalam Bentuknya.

Pada Kasus di atas, Pengahadap dapat mengemukakan alzsan
pembatalan yaitu akta Notaris cacat dalam bentuknya dan adanya penipuan
(bedrog) hal ini dapat terkait dengan adanya akta-akta yang tidak diketahui
atau dengeam sengaja disembunyikan keberadsannya dari pihak Pelapor
schingga dengan keberadaan akia-akta terscbut Pelapor divugikan. Tentu
saja Pelapor baros terlebih dalmla membuktikan dalil-daliluya di
pengadilan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 juga memberiken pihak yang
berkepentingan/ penghadap/ Pelapor untuk meminta ganti kerugian kepada
Notanis, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 84, yaitu:

“ H Habib Adjie, Hukwan Notaris Indonesia: Tg&rTanaf:k Terhadap UU Na. 30 Takam
2004 Tentang Jabatan Notoris Op.Cit , hal, 19,
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“Tindaken pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huryf i,
Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasol 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akia di bawah
langan atau suatu akta menjadi batal demi hukwm dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugion untuk memmiut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”
Maksud pasal tersebut adalah bahwa terhadap pelanggaran yang dilakokan
Notaris yang menpakibatkan akta Notaris yang bersangkutan hamya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau
menjadi batal demi hukum, Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut
penggantian biaya, ganti rugt, dan bimga kepada Notaris.
Akta otentik yang dianggap cacai bentuknya, antara lain disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Pembuatan akta fidak dilalmkan di hadapan pejabat yang bersangkutan;
2. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atwu saksi yang hadir
hanya satu orang manpun sama sekali tidak dihadiri saksi; Atan saksi
yang hadir terdiri dari keluargz sedarah atan semenda dari Notaris atau
para penghadap;
3. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas Notaris (pejabat) atan para
pihak maupum ideatitas para saksi; -
4. Di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, dan tabun akta; -
5. Hal lain yang menjadikan bentik akta cacat, apabila tidak ditanda tangani
semua pihak.

Dari uraian di atas, akta dalam kasus pada Putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 226/MPW-JABAR/2008 dapat
dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian. Atas Akta Nomor 2 tentang Pejanjian
Kerjasama terlebib dalmlu dilibat dengan asas praduga sah (Vermoeden van
Rechmatigheid) yaitu akta Notaris harus dianpgap seh sampai ada yang
menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atan menilai akta itu
tidak sah harus dengan gugaten ke Pengadilan Umum. Pelapor harus dapat
membuktikan bahwa apa yang didalilkannya mengenm penandatanganan
Akta Nomor 2 tanpa di hadiri 2 (dua) saksi adalah benar. Dan, atas Akta
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Nomor 3, 4, dan 5 karema Pelapor tidak pernah menandatangami akta

tersebut maka asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan unink menilal

Akta Notaris, dan akta tersebut batal demi hukum dan karena dianggap tidak

pernah dibuat.

Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 226/MPW-JABAR/2008

dapat dipisalkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Terhadap Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama, harus terlebih
dahuin dilihat dengan asas praduga sah (Vermoeden van Rechmatigheid)
yaitu akta Notaris haros dianggap sah sampai ada yang menyatakan akfa
tersebit tidak sah. Untuk menyatakan atan menilai akta itu tidak sah
Pelapor haruos dapat membukiikan babwa apa yang didalilkannya
mengenai penandatanganan Akla Nomor 2 taupa dihadiri 2 (dua) saksi
adalah benar deopan mengajnkan gugatan ke Pengadilan Umum.

2. Tethadap Akta Nomor 3, 4, dan 5 karepa Pelapor tidak pemah
Notaris, dan akta tersebut batal demi hukvm karenanya diangpap tidak
perxih dibuat sejak semula.

Dapat disimpulkan bahwa atas Akta Nomor 2 langkah yang sebatknya
ditempuh Pelapor adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negesi nmtuk
menuntut pembatalan Akta Nomor 2. Dan untnk Akta Nomor 3 temdang
Pendinan Pendirian Perseroan Texbatas, Akta nomor 4 tentang Sorat Kuasa
untnkmkkanlmtakekzyaanCV.E,danAktammarSte:ﬁang
tentang Surat Koasa untek memasukkan harta kekayaan Tuan JW ke PT. X
ketiga akta tersebut cacad hukum yang akibamya batal demi hukem dan
dianggap tidak pernsh ada. Selain Pembatalan akta, Pelapor dapat meminta
peugpantian kerugian berupa membayar biaya, gamti rogi, dan bunga
terhadap Terlapor. Pengajusn Gugatan ke Pengadilan Negen tersebut dapat
dilalcokan sebelum, bersamaan, atau setelah Pelaporan terhadap Terlapor ke
Majelis Pengawas Notaris. '
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Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya,
gauti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa:
1. Adanya kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelangparan atau kelalaian dari
Notaxis terdapat hubungan Kausal;
3. Pelangparan perbuatan atau kelataian tersebut disebabkan kesalahan yang
dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.
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BAB3
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan
pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ialah memberikan
penyutuhan hukum sehubumgan dengan pembuatan akta, memenuhi syarat
lahiriah, formal dan materil dibuatnya akta otentik sebagaimana dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta
memenuhi ketentuan pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam Kasus pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat
Nomor 226/MPW-JABAR/2008, terdapat beberapa tindakan Notaris yang
menjadikan akta yang dibuatnya menjadi dapat ierdegradasi menjadi akta di

- bawah tangan atag dibatalkan, yaitu:

a. Telah Menjalankan Jabatan dengan Melanggar Pasal Pasal 16 ayat (1)
huruf a dan huref 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan yaitu membacakan akta dengan tanpa dihadiri oleh saksi dan
pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yaite bilamana akta tidak -ditsmdaiangani penghadap
maka Terlapor harus menyebutkan alasarmya dalam akhir akte.

b. Melanggar Ketentuan pasal 3 Kode Etik Notaris tentang kewajiban
bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penub rasa tangungjawab
berdasarkan peraturan penindang-undangan, isi sumpah Jabatan Notaris,
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.

¢. Melanggar ketentuan Pasal 4 angka Etik Notaris yaitu tentang melakukan
perbuatan lam yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentan Jabatan Notaris dan isi sumpah jabatan.

d. Telsh melanggar ketentuan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dibacakan akta secara
sempuna (keselurohan) tanpa dinyataksn dalam penutup akta serta di
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paraf pada setiap halam sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8}
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tindakan Terlapor dinilai merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris,

merugikan nama baik dan cioa Notaris, dan dapat menimbulkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Jabatan Notaris dan Akta Notaris

sebagai akta otentik, karenanya Terlapor dapat dimintakan pertanggung

Jjawabannya yaitu dapat berupa:

a. Sanksi berupa teguran keras datam bentuk tertulis;

b. Sanksi Pemberhentian sementara;

¢. Membatalkan Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas, pembatalan
ini harus diajuan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Negeri;

d. Membayar biaya, ganti rugi, dan bunga, apabila Pelapor merasa
dirugikan dengan adanya Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas
mengajukan tuofutan gapfi rugi, dan fontutan tersebut harus melalui
Pengadilan, ' - -

Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nofaris Jawa Barat Nomor

226/MPW-JABAR/2008, Majclis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat

memutuskan:

1. Mengusultkan diberikan sanksi berupa tepuran keras dalam bentuk
tertulis. i

2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar kepada
Terlapor di berikan sanksi skorsing 3 (tiga) bulan.

Dampak putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah terkait
dengan sanksi administratif. Terbadap sanksi administratif, Notaris dapat
melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris. Meskipun sanksi
administratif bersifat final, Notaris masih diberikan suatu upaya hukum
untuk mempertahankan hak-haknya guna mendapatkan pemeriksaan yang
berimbang yaitu dengan menjadikan surat keputusan atau ketetapan Majelis
Pengawas Notaris sebagai objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagai sengketa tata usaha negara. '
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Akibat putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pihak yang
berkepentingan ataw Pelapor dalam kasus adalah bahwa Terhadap Akta
Notaris dalam kases dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Jawa Barat Nomor 226/MPW-JABAR/2008 dapat dipisahkan menjadi 2
(dua) bagian, yaitu:

a. Terhadap Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama, harus terlebih
dahulu dilihat dengan asas praduga sah (Vermoeden van Rechmatigheid)
yaitn akia Notaris haros dianggap sah sampai ada yang menyatakan akta
tersebut tidak sab. Untak menyatakan atau menilai akta 1in tidak sah
Pelapor hamus dapat membuktikan bahwa apa yang didalilkannya
mengenai penandatanganan Akta Nomor 2 tanpa di hadin 2 (dua) saksi
adalah benar dengan mengajuken gugatam ke Pengadilan Umim.

b. Tezthadap Akta Nomor 3, 4, dan 5 karena Pelapor tidak pemah
mengetahyi, menandatangani dan menyetujii  akta tersebut sejak awal
Notaris, dma akta tersebut batal demi lmkun karensnya dianggap tidak
pemah dibuat sejak semula. )

Jika Pelapor bertkeinginan untok meymniot pembatalan akta dapat

1. Membuatkan akta pembatalan yang ditandatanani oleh selwuh pihak
yang terlibat pada akta yang ingin dibatalkan dengan mengemukakan
alasan-alasannya.

2. Jika tidak terdapat kesepakatan pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan gugatan pembatalan akia tersebut ke Pengadilan Umum.

. Bilamana Pelapor memobon Pengadilan Upinm untuk memuinskzn senksi

perdata berupa penggantian biaya, panti rugi dan trmga terhadsp Notaris

maka tertebih dahmly harus di buktikan bahwa:

1. Adanya kerugian;

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari
Notaris terdapat batrmgan Kansal;

3. Pelanggaran (perbuatan atau kelalaian tersebut disebabkan kesalshan
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkotan.,
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3.2. Saran
Majelis Pengawas Notaris harus berupaya untuk Iebih aktif dan cermat
dalam melakukan upaya pembinaan dan pengawasan schingga peran Maijelis
Pengawas dapat lebih maksimal. Banyaknya Notaris yang dijahthi sanksi bukan
berarti tugas pengawasan ngelis Pengawas Notanis berjalan baik. Pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris harus dapat
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris. Pembinaan tersebut harus
didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang tinggi atas nilai-nilai moral dan
etika, untuk itu perlu diawali dengan menyamakan pandanpgan ferlebih dahulu
antara pihak-pihak terkait terutama sesama anggota Majelis Pengawas Notaris
sehingga dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksa2an yang objektif.
Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran
Kode Etik oleh Notaris harus lebih keras dan tegas, serta penjatuhan samksi
feguran lissm maopum tolisan diharapkan bukan hanya sekedar formalitas tapi -
teguran tersebat tojuannya. Sanksi yang di berikan harns mampu memberikan
efek jera bagi Notaris nakal dam sebagai bahan infrospeksi bagi Notaris yang lam.
Peshu dilakukan pemisahen kewenangzn Majelis Pengawas Notaris, di mana
.. majelis pengawas scbaikwya hanya berfokus pada perilaku Notaris dalam
melaksanakan jabatannya yang berbobungan lengsung dengan Masyarakat.
Terhedap pengawasan dan pemeriksaan fisik kantor Notaris sebaiknya tidak peru
dilakukan karena keadaan fisik kantor seorang Notaris sangat tergantung kepada
kebutuhan dan kemampuan Notaris yang bersangkutan, kecuali jika ditemukan
penyimpangan terhadap Jabatan Notaris. Begitn Pula dengan pemeriksaan
terhadap minuta, karema pada dasamya Mimmta merupakan perwujudan
kemampuan keilmuan dari Notaris. -
Selain sebagai tanggmg jawab dan Majelis Pengawas Notaris, Notaris
dittmtut wmtuk melakukan penyuluhan bukum kepada masyarakat sehubungan
dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan agar masyarakat
muin pelayanan dan informagi. Untuk menjaga kepercayaan serta melindungi
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masyarakat yang merninia jasa Notaris, Notaris harus lebih berhati-hati dalam
melaksanakan tugas jabatannya. Bagi pihak yang berwenang untuk membuat
suatu akia otentik diharapkan selalu memeriksa setiap akta yang dibuatnya dan

selalu berpegang pada prosedur pemenuhan syarat-syarat akta otentik agar tidak
terjadi kesalahan.
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Notaris RL.SJARIEF BUDIMAN, S1H, Notaris di Kota Depok.
(Unwk setanjutnya disebut terlapor)

Atas penpaJuan atau laporan dari :
Naniz : INEKE WIINAYA

Alamat  : Vila Dago Blok C-9 No. {, RT. 03, ®W. 20, Benda Baru-Pamulang-Tanperang.
Dan ' ' \

Namn : JOIIANES WIDJAYA

Alarnzt  : Kp. Kandang RT. 01, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.
{Untuk selznjurayva disebut Pelapor)

Scbiga mana tercantum dalam suratnys, lertanggal 2?9 Agustus 2008, yung kutipannya scbagai berikut
Dengan Hormat, h -
Yang bedandatangan dibawah ind kami :-
tNauia (INEKE WIDJAYVA
Alamat @ Vila Dago Rlok C-9 Nu. 1, RT. 03, RW, 20, Benda Baru-l;au11tll.;ng-'l'an;;-:r:::1g.
Nama 1 JOHANES WIDJAYA

A!:u:ml_ :Kp. .K:\ndang RT. 0f, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Pareng-Kabupaten Bogor.

Schubungan dengan ‘Akta Pedjanjion Kerfasama Nomor 2, tanggnl 22 Juni 2007 yang dibuat oleh
Notaris R. SYARIF BUDIMAN, Si, yang beralamat dijulan ‘Tole Iskandar, Komplek Lembah Griya
Depok, Blok B-1, No. 1, yang kemudian disusul dengon #kia Nomor 3.tentang Pendirian PT.
GOLDEN LOBSTER, Akta Nori:or4_ tentang Surat Kuasa, Akia Nomor 5 tentang Surat Kuasa yang
semuanya dibuat pada hari dai tanggal yang bersamaan yaiu pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2007,

Kami sebagui pemilik asset merasa dirugikan dengun diterbitkannya akueakta tersebut mengingat
ki thlak pernat dilibatkan etaupun menandatengani terhadup Akt Pendidian Peruschanan alou
Akta-Akla Surat Kuasa tersebul.
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Untuk Iebih jelasnya akan kami sampaikan kronologis teriadap pembunlan akta-akia lersebut :

. Duhwa kami adalah pemilik dari FARM JOHANES WIDJA_YA scbapai pengembang dan
pembudidaya Ikan Hias dan Udang Lobster Air Tawar yang l,gl:-s.h berdii scjak 1ahun 1992 dan
merupakan Farm lkan Hias terbesac di Asia Tcnégu.ra serta lelah dijadikan tempal pelatihan,
penclitian dan dijacikan tempat prakick kerja lupangan olch instansi pemerintah maupun swasta,
pergunuan tinggl negeri dan swasta baik dari dalam negeri mauptn luar n2geri.

. Duhwa scsuai dengan perkembangannya farm kami telah go-intemnusivnal dengan melakukan
eksport ke berbagal negara, nemun dalam perjalonannya faroi kami mengalami kerugian
schubunpan dengan udanya perbuatan mefawan hukumi dari karyowan kami yang menungani
biding ckspont terscbut.

. DBahwa schubungan dengan kondisi tersebut kani mencari investor untuk bergabung doalam bisais
yang kaml jalani sehingpa knml melukukan, Perjunjion Kerja Sume denpan pihak TEUKU
ANWAR DJCHANSYAH dan ielah dilakukan pcnnndalangam;n Akta Peganjian Kegasama
Nomor 2, tanggal 22 Juni 2007 dihadapan Notaris R. SYARIF LUDIMAN, SH, dimana
penandalangananya dilakukan dilokest farm kaiai yaitu di desa Cogrek dan kami baru pertama dan
terakhir kalinya bertemu dengan notaris tersebut.

. Bahwa kanmi dari sejak dilandentanganinya Akta Peganjian Kesjasama tersebul sampai dengan
saat ini belum pernoh menerima solinan Aktanya, dan kaml telah be-ulang kali batk m:lalui
telepon maupun kami datang ke kantor Notaris terssbut mepanyuskan sevia meminta-salinan Akia
Perjanjian Kegjasama tersebut namun tidak pernah diberikan dan baru pada tanggal 16 Agustus
2007 kami menerima foio copyrya yang dikirim melalui Faximile dan Titipan Kilat (TIKI).

- Duhwa pada tanggal 27 Agustus 2007 kami datang kembali kekantor Notaris untuk meminta
salinan Ak perjanjian tersebut, namun Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH tidak ada ditempat
dan yang bersangkutan hanya bisa dilwbungi di telcpon el hanyo jn:';ji-janji saja ol atcu
besok saja salinon tersebut akar saya kirim, akhimya kan.: meninggalkan kantor tersebut, pamun
ada pemikiren terlintas kami harus kembati lagi dan meiunggu Notaris terscbut sampai kembali
atau pulang, mengingat kantor tersebut sekalipgus sebagai tempat tinggainya.

. Bahwa pada saat kami kembali staf notaris yang bernama: lim Amstkah sambil mzmegang telepon
(yang kami tah: sedang mengadakan komunikasi dengan R. SYARIF BUDIMAN, SH) iacrasa
kaget, mengingat yang bersangkutan sedang memegang data-data Akta No. 2 tentang Perjanjian
Kegjasame, Akta Nomor 3 ten‘ang Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER, Akta Nomor 4 tentang
Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tentang Surat Kussa,

. Bahwa alangksh kagetnya kemi setelah melibet akta-akia tersebut, karena yang kami tahu kami
hanya mcnandalanganl Akt Pegjanjian Ker-tama yang sud th di)ili¢ dalam 1 (satu} buku dan
liduk pernal menandatangani dalam bentuk lembaran-lembaran dan tiduk pernah menandatangani
dan tidak talu-tnencku teating adanys Akta Nomor 3 tentang Pendician PT. Golden Lobster, Akia
Nomor 4 tcnfang Swat Kuasa dan Akta nemor 5 tenlung Sucal Kuasa, bahkan dalam

penandatengannya Akta perjanjian kcdns.ﬁina pun (.dak ndanyas soksl yang ikut
mcnandatangeninya,
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8. Bahwa bagaimanalah mungkin akla pendirian perusahaan dibuat dan ditandatangani pada saa
yang bersamenn, padahal didnlom Akta Perjonjian Kerjassma teesebut bahwa PT. GOLDEN
LOBSTER baru aken dibentuk sctelah semua persyaratan-persyaratan terpenuht,

9. Bahwa kami akhlmya meminta foto copy akta-akis tersebut dari staf notaris Lim Awmsikah dan dia
mengatakan bahwa dia tidak pernoh tahu-menahu dan tidok permah mengetik soal akts-akta

tersebut balikan tandatangan saya scbagai saksipun disuruh Notaris R. SJARIEF BUDIMAN,
SH.,, dikontomya.

10. Bahwa dengan adinya akta-akia terscbut kami telah dirugikan, dimana fam kami tidak bisa
melakukan akiifitas, bahkan selunah assct-oxset ki telah dikoasid, dijaga dun diombil alih oleh
U GOLDEN LOBSTER,

Schubungan denpan uralan-uraian {erschut di atas Lami mohon Majelis Pengawas Daerah Nowris
Kota Depok untuk dapat menyikapi seria menindak tegas tcrhadap Notaris R. SYARIF BUDIMAN,
SH, yung telah melakukan pelanpgparan Jabatan serla Kode Etik Profesi Notaris sesuai dengan :

- Undang-Undang Rl No. 30 Tahun 20{4 tentang Jabatan Notaris.

Pereturan Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.0L.11T.03.01 Tahun 2006 tentang

Syarat dan Tata Cara Pengzngkstan, Perpiudahan dan Penb schentinn Notiris.

- Pemturan Menters Hukum dan an Asasi Manusia RI No. M.O2.PR.(2. 10T s_lhun 2004 tentang

Taln Cara Pengangkatan Anpgota, Penberhentian Anpaota, Susunan Orgnnisasi, Tata Kera dan
Tata Cara pcmcnl.nsaan Mujehs Pengawis Motaris. S

Kepulusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia RI No. M39.PW.0T7.10 Tuhwun 2004 tentang
PPedoman Delak sanuan Tugas Majelis Penpawas Notaris.

Densikian Surn ini kami sanpaikan, atas pediatian £
Notaris Kow Depok dalam meninduk Notaris terscbut divcapkan terimakisih.

Majelis Ptngawas Wilayah Notaris Jawn Barot telah melakukan Sidang pada hari selusa, tanggel 25
November 2008 dan memeriksa Surat dad Majeli. Fengawas Paenth Notarls Kote Depok, tangpal 6
Oktober 2008, Nomor : 40/MPD-DEPOK/X/2008 yang diterima olch Mujelis Pengawas Witayah Notatis
Jawa Barat pada twnpgal 27 Oktober 2008, Perihal Penyampalan hasil pemeriksaan coleh Majelis
Pemcriksa Daerh Notaris Kota Depok atas laporan 3dr. INEKE WIDJAYA dan 8dr. JOHANES
WIDJAYA terhacap R. SJARIEF BUDIMAN, SH, Notarls dj Depok.

~  Membaca hasil pemeriksaan yang telah dilakukan olch Majelis Penguwas Daenth Notaris Kota

Depok tertanggal 6 Oktober 2008 (terlamnplc) dan hasl) pemeriksaan yang telgh dilukukan oleh

Maijelis Penpawes Wilayah Notum Jawa Baral tortanggal 25 dan 27 November 2008 ditumpal
Tokto-fokts hukum !

A. 1. Bohwa tetlapor benar mengakyi telah membuat Akta ;
8. Nomor 2 tentang Perjan]ior: KerJasama.
b., Nomor 3 tentang Pendirion PT. GOLDEN LOBSTER.

¢. Nomor 4 lentang Surat Kudsa untuk memasukan harta kekayaar, C.V. EKSOTIKA.
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d. Nomor § tec:ang Surat Kuasa untuk memasukan harta ka':kayann JOHANES WIDJAYA ke
PT. GOLDEN LOBSTEF.
Scmuanya tanggal 22 Juni 2007 yang dibunt di Notaris R. SJAR{EF BUDIMAN, SH (Terlapor).
Pembuatan dan p;:nandatangumn akta tidak dihoditi oleh saksi. '

. Pembacaan akta tersebut dengan alokasi waktu :

a. Perjanjian kerjasama dibunt jom 14.60. WIB.

b. Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER dibuat pada jam 14,25 WIB.

c. Surat Kuasa Noror 4 dibual jam 14.40 WIB,

d. Surat kuasa No. 5 dibua. jam 14.55 WIB.
Pembacaan dan penandatanganan akia dilakukan di tempat pelapor di Kp. Kandang RT. 01, RW,
05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.

Alas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Penpawas Wilaysh Notaris Juws Burat menganggap perlu

mempeidalam hasil peoreriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengvwas Dacruh Notaris Kota
Dcpok. dengan mengklarifikosi fakta-fakla tersebut kepadu terlapor dan pelupor untuk memperjelas
guna kepentingan objektifitas dan kebenaran pada tanggal 27 November 2008.

Dari pemeriksaan dan klarifikasi tersebut maka Notaris R. SJARIEF BUDIMAN, SH Notaris di

Kota Depok berdasarkan pemeriksean tersebut terbukti -

1. Telah menjalanken Jabatan dengan melanggar Pasal 16 ayai (1) huruf a dan huruf 1, Undang-

Undang Jabatan Netaris Nomor 30 tahun 2004, yailu membacaknn akia dengan tonpa dihadin oleh
suksi dan pasal -H4 syat (1) Undang-Undang Jabataa Notaris Nemor 50 tahun 2004, .

Melanggar Ketenwan pasal 3 Kode Grlik Noturis tenang, Kewajiban bertindak Jwjur, nandini dan
lidik berpihak, penub rusa languunpjawnb berdesorkun peraturan perundang-undengan doan isi
Sumpah Jabawn Notaris, mecaghormati dan anenjunjung rigeei hozkat dan warabat jabatan
Notaris,. _

Melanggar Ketentuan Pasal 4 Kode Elik Noturis, tentang melakukan perbuatan perbuatan lein
vaitu pilanggaran teshadap Undang-Undang Jabatan Notaris Isi Swnpah Jabatan.

Telth melanggar ketentuad pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jubatan Notzris Nomor 30 tehun
2004 tidak dibaca’:an akta secara sempurna {kescluruhnn) tanpa dinyatakan dn"lum-ii;:ﬁutula_ akla
serta diparaf pada setiap halamen schagainana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) -Undang—Undung
Jabutan Notaris Nomor 30 tahun 2004

Hal yang meringankan yaitu ;

1.
2.

Terlapor baru satu kall diperiksa olch Majelis Pengawas Wiluyah Notarls Jawa Barat,
Terlnpor dalam pereriksaan kooperatif don membantu lancamnya Jalun persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1.

Tindakan tercebut dapat mcruglkan masyarakat penggunan _]aS'l notoris.
Dapat inerugikan nama baik dan citra Notaris,

Dapat menlmbulkan ketidskpeicayran masyorakat terhadop Notaris can Akfa Notaris sebagai

Akta Otentik.
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MEMUTUSKAN :
L. Meapusulkan diberikan sanksl berupa teguran keras dalam bentuk tertulis.
2. Mcogosulksn kepada Majelis Peaguwas Pusat Notaris agar kicpuda anotacis R SYARIEF

BUDIMAN, S11., diberikan sunksi skorsing 3 (tiga) bailan.

Demikian, diputuskan pada lari Kamis tanggal 27 November 2008 dolam sidang Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang terdini dari Drs. M. AMAR CHO, SH., M.Si., selaku Ketua,
BADAR BARADA, SH, selaku Wakil Ketwa, DR. HERLIEN, Sll. scbapai Anggota, EVY
HYBRYDAWATY WARGAHADIBRATA, SH.,, MH, scbagai Amnggota, Hj. WAHYUNING
WIDAYATI, Sil, MH. scbagai Anggots, Dr. Ifj. LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H., scbagai
Angpotz. Prof. Dr. JOMANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.,, scbopui Angpota, RUDI M, RIZKI, SH_,
[.L.M., scbagai Arggota, R. RUDDY GANDAKUSUMALL, S.H.., schogai Anggota dun HERIYANTO,
SH., MIY, schagui Sckrezaris. ' . |
Putusan mana untuk disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Menter Hukum dan HAM RI, Ketua Majelis
Peniziwvos Pusat Notaris, Ketua Majelis Pengawas Daerah Noturds Ko Depok, Ketun Pengurus Pusat

lkatun Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Witayah lkatan Notaris Indonssia Jaws Burm, Ketua Penpuras
Ducrah tkotan Notaris Indonesia Kota Depok.

Walil Ketua Ketua
( 1TD ) ( CTTD )
BADRAR BARABA, SH., MII. - Drs. M. AMAR CIIC, SH., M.Si.
Angeota: .;\ng['ola : .
( TTD } { TiD b
Dr. HERLIEN, SH., MH. - !l. RUDDY GANDAKUSUMAH, S.H.
( TTD ) ( TTH )]

EVY HIBRYDAWATY W, SH., MH. 1. WAHYUNING WIDAYATI, Sil., M.

( TTD ) ( D )
Dr. Hj. LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H. RUDI M. RIZKI, S.H., LL.M.
‘ Sekretaris
( “TTD _ ) ( ITD )
Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, S.I1, LL.M. IlEi{IYANTO. SH., MH.

Salinan sesuni dengan wslinya

Sckretaris Majelis Pengawas Wilayak
r’: ::ﬁ(%eawa

]
T

.....
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